KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAI
NOMOR PER-16/BC/2017

TENTANG

TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUEAI

UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CURKAI
YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAL

Menimbang

Mengingal

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUHKAIL

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.04/2017 tentang
Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan
dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara
Penundaan Pembayaran Cukail untuk Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan
dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMEK.04/2017
tentang Penundaan Pembayaran Cukal untuk Pengusaha
Pabrik atau Importir Barang HKena Cukai vyang
Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita
Culkat;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATUURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA
CUEAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA
PELEKATAN PITA CUEAL

BAB I
KETENTUAN TUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan.

. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 19956
tentang Cukai.

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan,
halaman. dan lapangan yang merupakan bagian
daripadanya, vang dipergunakan untuk menghasilkan
barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena
cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Orang adalah orang pribadl atau badan hukum.

Pengusaha Pabrik adalah Orang wvang mengusahakan
Pabrik.

Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena
cukal ke dalam daerah pabean.

Penundaan Pembayaran Cukal yang selanjutnya disebut
Penundaan adalah kemudahan pembayaran dalam bentuk
penangguhan pembayaran cukal tanpa dikenal bunga,



8.

10,

11.

12.

13.

14.

15

Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang disusun
secara teratur dan disajikan secara ringkas atas transaksi
keunangan dari Orang, sekurang-kurangnya meliputl neraca
dan laporan laba rugi.

Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda
pelunasan cukal dalam bentuk kertas yang moemiliki
sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
Jaminan Bank adalah garansi dalam bentuk warkat yang
diterbitkan oleh bank yang mewajibkan pihak bank
membayar kepada pihak yang mencrima garansi apabila
pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

Jaminan darl Perusahaan Asuransl adalah sertifikat
jaminan yang diterbitkan oleh penjamin yang memberikan
jaminan pembayaran kewajiban cukai kepada penerima
Jjaminan dalam hal terjamin gagal memenuhi pembayaran
kewajiban cukal sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jaminan Perusahaan adalah surat pernyataan tertulis dari
pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar
seluruh utang cukainya kKepada Direktur Jenderal Bea dan
Cukai ataun Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
sehubungan dengan Penundaan dalam jangka waktu yang
ditentukan  dengan menjaminkan  seluruh  aset
perusahaannya,

Likuiditas adalah kemampuan Pengusaha Pabrik atau
Importir untuk memenuhi seluruh kewajiban atan utang
jangka pendeknya yang dihitung berdasarkan perbandingan
antara aktiva lancar dengan hutang lancar.

Solvabilitas adalah kemampuan Pengusaha Pabrik atau
Importir untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan
menggunakan seluruh aset yvang dimilikinya yang dihitung
berdasarkan perbandingan antara total aktiva dengan Ltotal
hutang.

Rentabilitas adalah kemampuan Pengusaha Pabrik atau
Importir untuk menghasilkan laba selama periode tertentu
yang dihitung berdasarkan perbandingan antara laba bersih
dengan total modal.



16.

17

18.

19.
20.
21.

22,

Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCE-1) yang selanjuinya
disebut Surat Tagihan adalah surat berupa ketetapan yang
digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai yang
tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi
administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

Surat Teguran di Bidang Cukai (STCK-2) yang selanjutnya
disebut Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat Bea dan Cukai untuk menegur atau
memperingatkan penanggung cukal untuk melunasi utang
cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai,
sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

Sural Paksa di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Surat
Paksa adalah surat perintah membayar utang cukai yang
tidak dibayar pada wakiunya. kekurangan cukai. sanksi
administrasi berupa denda, dan/atau bunga, serta biaya
penagihan,

Menteri adalah Menterl Keuangan Republik Indonesia.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukal.
Pejabal Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang ditunjulk dalam jabatan tertentu untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang
Cukal.

Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya
disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktoral Jenderal
Bea dan Cukal tempat dipenuhinya kewajiban berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 2

(1) Penundaan dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau

12}

Importir atas pemesanan Pita Cokai bagi  vang

melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan Pita Cukad.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dalam jangka waktu:

a. 2 [dua) bulan tferhitung s=sejak tanggal dokumen
pemesanan Pita Cukai, untuk Pengusaha Pabrik; atau



b. 1 (satu] bulan terhitung sejak tanggal dokumen
pemesanan Pita Cukai, untuk Importir.

(3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu Penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi
Pengusaha Pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau
yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah hasil tembakau
vang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran
berjalan, dapat diberikan Penundaan dalam jangka waktu
a0 (sembilan puluh) hari.

(4} Jumlah hasil tembakau yang diekspor scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan dokumen
pemberitahuan mutasi barang kena cukal dengan tujuan
untuk diekspor (CK-5 ekspor] vang telah direalisasikan
elspornya.

(3} Jumlah hasil tembakau yang dijual di dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan
dokumen pemesanan Pita Cukai,

(6) Tanggal berakhimya jangka waktu Penundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3} dinyatakan sebagal

jatuh tempo Penundaan.

Pasal 3
(1) Perhitungan besaran nilai cukal yang dapat diberlkan

Penundaan:

a. untuk Pengusaha Pabrik, sebanyak 2 [dua) kali dari nilai
cukal rata-rata per bulan yang paling tinggi, vang
dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu
6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga)
bulan terakhir, ataw

b. untuk Importir, sebanyak 1 [satu) kali dari nilai cukai
rata-rata per bulan yang paling tinggi, vang dihitung dari
pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 [enam)
bulan terakhir atau dalam kurun wakiu 3 (tiga) bulan
terakhir.



(2)

13

Dikecualikan dari ketentuan perhitungan besaran nilai
cukai yang dapat diberikan Penundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bagi Pengusaha Pabrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebanyak 3
(tiga) kali dari nilai cukal rata-rata per bulan yang paling
tinggi, yang dihitung darli pemesanan Pita Cukai dalam
kurun wakiu 6 [enam) bulan terakhir atau dalam kurun
waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

Dalarmn hal Pengusaha Pabrik atau Importir bermalksud
menambah nilai cukai vang dapat diberikan Penundaan,
nilai cukal yvang dapat ditambahkan paling banyak 508
(lima puluh persen) dari hasil perhitungan nilai cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat [2).

Pasal 4

Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai dapat

melakukan pemesanan Plta Cukal dengan Penundaan,

sepanjang Pengusaha Pabrik atau Importir telah:

a. mendapatkan keputusan pemberian Penundaan: dan

b. menyerahkan jaminan Kepada Rantor Bea dan Culkai
yvang mengawasi Pengusaha Pabrik atau Importir,

Pasal 5

(1) Jenis jaminan yang dapat diserahkan oleh Pengusaha

Pabrik adalah berupa:

a. Jaminan Bank;

b. Jaminan dari Perusahaan Asuransi; atau
¢, Jaminan Perusahaan.

(2) Jenis jaminan yang dapat diserahkan oleh Importir adalah

berupa Jaminan Bank.

(3] Jaminan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul e, harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi
perusahaan dan disahkan oleh notaris.,



(1)

(2}

(1)

(2]

(1)

Pasal 6

Penguszaha Pabrik atau Importir harus menyerahkan
Jjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau
ayat (2) kepada Pejabat Bea dan Cukal paling lambat pada
saal pengajuan dokumen pemesanan Pita Cukai.

Atas jaminan yang diserahkan, Pejabat Bea dan Cukai
melakukan penelitian dan menerbitkan Bukti Penerimaan
Jaminan (BPJ] dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupalkan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini,

Pasal 7
jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi jangka waktu:
a. selama waktu Penundaan, untuk jaminan yang
berdasarkan dokumen pemesanan Pita Cukai: atau
b. sampal dengan berakhirmya masa Penundaan, untuk
keseluruhan dokumen pemesanan Pita Cukai dalam
satu periode keputusan pemberian Penundaan.
Jangka waktu berlakunya jaminan sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) hural b yailu sampai dengan jatuh tempo
Penundaan berdasarkan pemesanan Pita Cukai yang dapat
dilakukan dalam satu perlode keputusan pemberian

Penundaan.

Pasal B
Pengusaha Pabrik atau Importir dapat meminta
pengembalian atas jaminan wang telah diserahkan
berdasarkan keputusan pemberian Penundaan periode
sebelumnya, dalam hal;
a. telah mendapatkan keputusan pemberian Penundaan
untuk periode berikutnya; dan
b. telah menyerahkan jaminan baru berdasarkan
keputusan pemberian Penundaan periode berilkutnya.



{2) Nilai Jaminan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b harus sebesar nilal cukal atas pemesanan Pita
Cukai dengan Penundaan:

a. yang belum dibayar yang diajukan berdasarkan
keputusan pemberian Penundaan pada periode
sebelumnya; dan

b. vang akan diajukan berdasarkan keputusan pemberian
Penundaan pada periode berikutnya.

Pasal 9
Ketentuan tentang jenis, besaran, dan jangka waktu jaminan
sesual dengan ketentnan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Reuangan yang mengatur mengenai jenis dan besaran
jaminan dalam rangka Penundaan pembayaran cukai.

BAB 11
PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN

Pasal 10
Untuk mendapatkan keputusan pemberian  Penundaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pengusaha
Pabrik atau [mportir harus mengajukan permohonan
Penundaan kepada Pejabat Bea dan Cukal sesuai format yang
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11
(1) Permohonan Penundaan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 diajukan kepada:

a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Pratama, untuk permohonan Penundaan dengan
nilal cukai paling banyak Rpl10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah);

b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya, untuk permohonan Penundaan dengan nilai
cukai paling banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah);



¢. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukad, untuk
permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha
Pabrik atau Importir yang berada dibawah pengawasan
Kantor Pelayanan Utama;

d. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai melalui Kepala
Hantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukad, untuk
permohonan Penundaan dengan nilai cukai lebih dari:

1. Rpl0.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) bagi
Pengusaha Pabrik atau Tmportir yang berada dibawah
pengawasan kantor schbagaimana dimaksud dalam
huruf a; atau

2. Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagl
Pengusaha Pabrik atau Importir yang berada dibawah
pengawasan kantor sebagaimana dimaksud dalam
huruf b.

(2} Atas permohonan Penundaan yvang diajukan kepada Kepala

(3]

(1)

Hantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cubkai
meneruskan permohonan Penundaan tersebut dilenglkapi
dengan rekomendasi hasil penelitian atas:

a. kelengkapan dokumen;

b. penggunaan jaminan; dan

c. besaran nilal cukai vang dapat diberikan Penundaan.
Kepala Eantor Pengawasan dan Pelavanan Bea dan Cukai
meneruskan  permohonan Penundaan  sebagaimana
dimalksud pada ayat (2) dalam jangka wakiu paling lama 10
(sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara

lengkap.

Pasal 12
Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan
Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank, dalam hal
Pengusaha Pabrik:
a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
b. selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak
dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9



c,

- 10 -

avat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4). Pasal 16 ayat
(5), Pasal 23 ayal (2], Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2a),
Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal
37 ayat (4], atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Culsai;
tidak sedang mempunyal tunggakan utang cukal yang
tidak dibayar pada waktunya, Kekurangan cukad, sanksi
administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang
cukai, kecnali sedang diajukan keberatan; dan

. mendapatkan  pemberian  pengangsuran  pembayaran

tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,
kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa
denda di bidang cukai dan jumnlah angsurannya paling
sedikit sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen)
dari total jumlah tagihan.

(2] Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan

Penundaan  dengan menggunakan  Jaminan — dari
Perusahaan Asuransi, dalam hal Pengusaha Pabrik:

a.
b.

merupakan Pengusaha Kena Pajak;

selama kurun waktu 6 [(enam) bulan terakhir tidak
dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9
ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat
(5], Pasal 23 ayal (2). Pasal 27 avat (4], Pasal 29 ayat [2a),
Pasal 32 ayat (2], Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2], Pasal
37 ayat [4), atau Pasal 39 ayat {2) Undang-Undang Culkai;
tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukal yang
tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi
administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang
cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;

. mendapatkan pemberian pengangsuran pembayaran

tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,
kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa
denda di bidang cukai dan jumnlah angsurannya paling
sedikit sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen)
dari total jumlah tagihan;

tidak mendapat Surat Teguran dalam jangka waktu 2
(dua) tahun terakhir,



(3)

(4)
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Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permochonan
Pemundaan dengan menggunakan .Jaminan Perusahaan,
dalam hal Pengusaha Pabrik:

a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;

b. selama kurun waktu 12 [dua belas) bulan terakhir tidak
dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9
ayat [3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4], Pasal 16 ayat
(5). Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4). Pasal 29 ayat (2a),
Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 avat (4), Pasal 36 ayat [2), Pasal
37 ayat (4), atau Pasal 39 ayal (2) Undang-Undang Cukai;

¢. tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukal yang
tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi
administrasi berupa denda. dan/atau bunga di bidang
cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;

d. tdak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas
Sural Tagihan;

e. tdak mendapat Surat Teguran dalam jangka waktu 2
(dua) tahun terakhir;

f. memiliki Laporan Heuangan perusahaan yang telah
diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa
pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir,

g. memiliki kinerja keuangan vang baik dengan ketentuan:
1. Likuiditas lebih besar dari 1 (satu);

2, Solvabilitas leblh besar dari 1 (satu); dan
3. Rentabilitas bernilal posifif.

Importir dapat mengajukan permohonan Penundaan

dengan menggunakan Jaminan Bank, dalam hal Importir:

a. merupakan Pengusaha Kena Pajak:;

b. selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak
dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3}, Pasal 9
ayat (3), Pasal 14 ayat (7], Pasal 16 ayal (4}, Pasal 16 ayat
(5). Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat [2a),
Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4], Pasal 36 ayat (2], Pasal
37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;



3]

(6]

e

e. tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukal yang
tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi
administrasi berupa denda. dan/atan bunga di bidang
cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;

d. memiliki Laporan Keuangan perusahaan yang telah
diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa
pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir;

e, memiliki Kinerja keuangan yvang baik dengan ketentuan:
1. Likuiditas lebih besar dari 1 [satu);

2. Solvabilitas dapat lebih kecil dari 1 [satu); dan
3. Rentabilitas bernilal positif.

Yang dimaksud dengan melanggar kelentuan Pasal B ayat

(3} Undang-Undang Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4)

huruf b, yaitu apabila barang kena cukai yang mendapatkan

fasilitas tidak dipungut cukai menyimpang dari tujuannya
yvang meliputi:

a. barang kena cukal yang diberitahukan diangkut terus
atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean,
tidak dapat dibuktikan telah diangkut terus ataun
diangkut lanjut;

b. barang kena cukai yang diberitahukan diekspor, tidak
dapat dibuktikan telah diekspor;

¢. barang kena cukai yvang diberitahukan dimasukkan ke
Pabrik atau Tempat Penylmpanan, tidak dapat
dibuktikan telah dimasukkan ke Pabrik atau Tempat
Penyimpanan; atau

d. barang kena cukal yang diberitahukan digunakan
sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam
pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang
kena cukai, digunakan bukan untuk pembuatan barang
hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.

Yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat

(3) Undang-Undang Cukai sebagaimana dimaksud pada avat

(1) huruf b, ayat (2} huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4)

huruf b, apabila barang kena cukai yang mendapatkan

fasilitas pembebasan cukai diserahkan oleh Pengusaha



(1)

(2)

(3

(4]

e [ N

FPabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan bukan kepada
pengguna fasilitas pembebasan yang ditetapkan.

Pasal 13

Dalam hal Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan

Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank atau

Jaminan dari Perusahaan Asuransi, Pengusaha Pabrik

harus melampirkan:

a. surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

b. daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai dari
perusahaan yang bersangkutan selama 6 [enam] bulan
teralhir sebelum pengajuan permohonan;

¢. perhitungan besaran nilal cukal vang diajukan untuk
dapat diberikan Penundaan; dan

d. daftar rekapitulasi penjualan hasil tembakau dalam
negerli dan realisasi ekspor hasil tembakau, dalam hal
Pengusaha Pabrik meminta jangka waktu Penundaan
selama 90 (sembilan puluh) hari karena memenuhf
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).

Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai

sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b dibuat sesuai

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang
merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Perhitungan besaran nilai cukai yang diajukan untuk dapat

diberikan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Daftar rekapitulasi penjualan hasil tembakau dalam negeri

dan realisasi ekspor hasil tembakau sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dibual sesual format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ind.
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Pasal 14

{1} Dalam hal Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan
Penundaan dengan menggunakan Jaminan Perusahaan,
Fengusaha Pabrik harus melampirkan:

(2)

b,

surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh
akunian publik dalam 2 (dua) tahun terakhir, yaitu
Laporan HKeuangan tahun pertama dan Laporan
Keunangan tahun kedua sebelum tashun pengajuan
permohonan:

daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai dari
perusahaan yang bersangkutan selama 6 [enam) bulan
terakhir sebelum pengajuan permohonan;

perhitungan besaran nilai cukai yang diajukan untuk
dapat diberikan Penundaan; dan

daftar rekapitulasi penjualan hasil tembakau dalam
negeri dan realisasi ekspor hasil tembakau, dalam hal
Pengusaha Pabrik meminta jangka waktu Penundaan
selama 90 (sembilan puluh) harl karena memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).

Dalam hal Laporan Keuangan perusahaan tahun pertama

sebelum tahun pengajuan permohonan sedang diaudit oleh

akuntan publik, permohonan Penundaan yang diajukan
oleh Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilampiri dengan:

a.

surat keterangan dari akuntan publik yang menyatakan
bahwa perusahaan sedang dalam proses audit oleh
alkuntan publik,

Laporan Keuangan perusahaan 1 [satu) tahun sebelum
tahun pengajuan permohonan, yang sedang diaudit oleh
akuntan publik; dan

Laporan Keuangan perusahaan yvang telah diaudit oleh
akuntan publik 2 (dua) tahun terakhir lainnva, yaitu
Laporan Keuangan tahun kedua dan Laporan Keuangan
tahun ketiga sebelum tahun pengajuan permohonan.
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(4)

(5)

(1)

(2]
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Daltar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dibuat sesuai
formai sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1T yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Perhitungan besaran nilal cukai yang diajukan untuk dapat
diberikan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahlkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Daftar rekapitulasi penjualan hasil tembakau dalam negeri
dan realisasi ekspor hasil tembakau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul ¢ dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal inl.

Pasal 15

Dalam hal Importir mengajukan permohonan Penundaan

dengan menggunakan Jaminan Bank, Importir harus

melampirkan:

a. surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

b. Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh
akuntan publik untuk 1 (satu)] tahun terakhir, yaitu
Laporan Keuangan satu tahun sebelum tahun pengajuan
permohonan;

¢. daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai dari
perusahaan yang bersangkutan selama 6 {enam) bulan
terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan

d. perhitungan besaran nilal cukal vang diajukan untuk
dapat diberikan Penundaan.

Dalam hal Laporan Keuangan perusahaan 1 (satu) tahun

sebelum tahun pengajuan permohonan sedang diaudit oleh

akuntan publik, permohonan Penundaan yvang diajukan
oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilampiri dengan:
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a. surat keterangan dari akuntan publik yang menyatakan
bahwa perusahaan sedang dalam proses audit oleh
akuntan publik.

b. Laporan Keuangan perusahaan satu tahun sebelum
tahun pengajuan permohonan, vang sedang diaudit oleh
akuntan publik; dan

c. Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh
altuntan publik 1 [satu) tahun terakhir lainnya. yaitu
Laporan HKeuangan tahun kedua sebelum tahun
pengajuan permohonarn.

(3) Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

(4) Perhitungan besaran nilai cukai yang diajukan untuk dapat
diberikan Penundaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf d dibual sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [V yang merupalkan baglan tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan permohonan
Penundaan untuk periode Penundaan berikutnya paling cepat
dalam jangka waktu 2 [dua) bulan sebelum berakhirnya
keputusan Penundaan.

BAB 11
PEMBERIAN FENUNDAAN

Pasal 17
(1) Terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh
Pengusaha Pabrik atau Importlr sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala
Kantor Wilayah Bea dan Cukai memberlkan keputusan
menyetujul atan menolak permohonan Penundaan.
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(2] Heputusan menyetujui atau menolak permohonan

(3]

(1)

Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dengan memperhatikan:

a. perhitungan besaran nilai cukal yang dapat diberikan
Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b, ketentuan  tentang  penggunaan  jenis  jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

c. hkelengkapan lampiran permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15; dan

d. profil Pengusaha Pabrik atau Importir.

Keputusan menyetujuli atau menolak permchonan

Penundaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

oleh Hepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor

Wilayah Bea dan Cukail paling lama 14 (empat belas) hari

kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan

secara lengkap.

Pasal 18
Kepala Kantor Bea dan Cukal atau Kepala Kantor Wilayah
Bea dan Cukai memberikan keputusan menyetujui
permehonan Penundaan yvang diajukan oleh Pengusaha
Pabrik dengan menggunakan Jaminan Bank dalam hal
Pengusahia Pabrik:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 12 ayat (1);
b. melengkapi permohonan dengan lampiran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13; dan
c. termasuk dalam Pengusaha Pabrik beresiko rendah atau
sedang.

(2} Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah

Bea dan Cukai memberikan keputusan menyvetujui

permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha

Pabrik dengan menggunakan Jaminan dari Perusahaan

Asuransi dalam hal Pengusaha Pabrik:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2);
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b. melengkapi permohonan dengan lampiran sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 13; dan

c. termasuk dalam Pengusaha Pabrik beresiko rendah atan
sedang.

(3) Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah

Bea dan Cukal memberikan keputusan menyetujui

permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha

Pabrik dengan mengpunakan Jaminan Perusahaan dalam

hal Pengusaha Pabrik:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 12 ayat (3);

b. melengkapl permohonan dengan lampiran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14; dan

c. termasuk dalam Pengusaha Pabrik beresiko rendah;

(4} Kepala Kantor Bea dan Cukal atau Kepala Kantor Wilayah

(5]

(6]

(7)

Bea dan Cukal memberikan keputusan menyetujul

permohonan  Penundaan yang diajukan oleh Importir

dengan menggunakan Jaminan Bank dalam hal Importir:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (4):

b. melengkapi permohonan dengan lampiran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15: dan

c. termasuk dalam Importir beresiko rendah,

Keputusan persetujuan pemberian Penundaan dilakukan

oleh Kepala Kantor Bea dan Cukal atau Kepala Kantor

Wilayah Bea dan Cukai dengan memberikan keputusan

pemberian Penundaan dibuat sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Ini,

Keputusan pemberian Penundaan ditandatangani oleh

Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah

Bea dan Cukal atas nama Menteri.

Keputusan pemberian Penundaan berlaku paling lama 12

fdua belas) bulan sejak berlakunya keputusan pemberian

Penundaan.
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Pasal 19

Tata cara pengajuan dan pemberian Penundaan ditetapkan
dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

2]

(3)

(1]

Pasal 20
Dalam hal terdapat kenaikan tarif cukai, Pengusaha Pabrik
atau Importir yang telah mendapat keputusan pemberian
Penundaan dapat mengajukan permohonan penyesuaian
nilai cukai yang diberikan Penundaan dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direlktur Jenderal ini.
MNilai cukai yang dapat diajukan untuk mendapat
penyesuaian nilai cukal yang diberlkan Penundaan dihitung
secara proporsional berdasarkan perhitungan besarnya
kenaikan tarif cukai dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ind.
Permohonan penyesualan nilai cukai yang diberikan
Penundaan diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir
kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor
Wilayah Bea dan Cukai scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 11.

Pasal 21

Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah
Bea dan Cukai dapal memberikan keputusan menyetujui
permohonan  penyesuaian nilal cukal vang diberikan
Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau
Importir, dengan keputusan perubahan pemberian
Permundaan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal inf.
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(2} Keputusan perubahan pemberian Penundaan
ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukal atau
Hepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas nama Menteri.

[(3) Keputusan perubahan pemberian Penundaan berlaku
sampai dengan tanggal berakhirnya keputusan pemberian
Penundaan.

Pasal 22

Tata cara perubahan pemberian Penundaan ditetapkan dalam
Lampliran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

(1} Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah
Bea dan Cukai memberikan keputusan menolak
permohonan Penundaan atau permohonan penambahan
nilai cukai yang diberikan Penundaan yang diajukan oleh
Pengusaha Pabrik atau Importir dalam hal permohonan
yang diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 16.

{2} Penolakan permohonan Penundaan atau permohonan
penambahan nilai cukal yang diberikan Penundaan
dilakukan dengan menyampaikan sural pemberitahuan
penolakan,

{3) Surat pemberitahuan penolakan paling sedikil memuat:

a. nama, alamat, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai ([NFPBKC), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWF)
Pengusaha Pabrik atau Importir; dan

b. alasan penolakan.

Pasal 24

Hepala Kantor Bea dan Cukal atau Kepala Kantor Wilayah Bea
dan Cukai dapat meminta kepada Pengusaha Pabrik atau
Importir untuk melengkapi permohonan dalam hal berdasarkan
hasil penelitian, permohonan belum lengkap.
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Pasal 25

Terhadap pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan yang:

1. diajukan dalam masa berlakunya keputusan pemberian
Penundaan; dan

2. Jatuh tempo Penundaannya melewati masa berlaku
keputusan pemberian Penundaan,

jatuh tempo Penundaannya tetap mengikuti Kketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 26

Tata cara pengadministrasian dokumen pemesanan Pita Cukai
dengan Penundaan ditetapkan dalam Lampiran XII yang

merupakan bagian tidak terplsahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN JAMINAN

Pasal 27

(1) Pengusaha Pabrik atau Importir yang melakukan
pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan, wajib membayar
cukal yang mendapat Penundaan, paling lambat pada jatuh
tempo Penundaan.

(2) Dalam hal jatuh tempo Penundaan jatuh pada hari libur,
hari vang diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank
Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang
mengakibatkan tldak dapat dilakukan pembavaran,
Pengusaha Pabrik atau Importir yang melakukan
pemesanan Pita Cukai dengan mendapat Penundaan, wajib
membayar cukai yang mendapat Penundaan, paling lambat
pada hari kerja sebelum jatuh tempo Penundaan.

(3} Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir tidak membayar
cukai yang mendapat Penundaan sampai dengan jatuh
tempo Penundaan, Pengusaha Pabrik atau Importir:
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2]
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a. wajib membayar cukai yang mendapat Penundaan yang
tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan;
dan

b. dikenai sanksi administrasi berupa denda scbesar 10%
(sepuluh  persen] darl nilai cukai yang mendapat
Penundaan yang lidak dibayar sampal dengan jatuh
tempo Penundaan.

FPejabal Bea dan Cukal melakukan penagihan dalam hal

Pengusaha Pabrik atau ITmportir tidak membayar cukai yang

terutang sampai dengan jatuh tempo Penundaan.

Pasal 28

Dalam hal Pengusaha Pabrik yang mendapatkan Penundaan

dengan menyerahkan Jaminan Perusahaan tidak membayar

cukai yang mendapat Penundaan sampal dengan jatuh
tempoe Penundaan, Pejabat Bea dan Cukal tidak melayani
pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan atau pemesanan

Pita Cukai tidak dengan Penundaan yvang diajukan oleh

Pengusaha Pabrik dimaksud.

Pejabat Bea dan Cukai melayani kembali pemesanan Pita

Cukai dengan Penundaan atau pemesanan Pita Cukai tidak

dengan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik

yang tidak dilayani pemesanan Pita Cukainya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam hal Pengusaha Pabrik telah
membayar:

a. cukal yang mendapat Penundaan yang tidak dibayar
sampai dengan jatuh tempo Penundaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3] huruf a; dan

b. sanksi administrasi berupa denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b,

Pejabat Bea dan Cukai melayani kembali pemesanan Pita

Cukai tidak dengan Penundaan yang diajukan oleh

Pengusaha Pabrik yang tidak dilayani pemesanan Pita

Cukainya sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dalam hal

Pengusaha Pabrik:

a. mendapatkan persetujuan pengangsuran terhadap cukal
vang mendapat Penundaan yang tidak dibayar sampal
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dengan jatuh tempe Penundaan, dan sanksi administrasi
berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
avat (3);

b. mendapatkan persetujuan pengangsuran terhadap cukai
vang mendapal Penundaan yang tidak dibayar sampai
dengan  jatuh tempo Penundaan, dan mengajukan
keberatan afas pengenaan sanksi administrasi berupa
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);

c. telah membayar cukal yang mendapat Penundaan yang
tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan,
dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi
adminisirasi berupa denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 aval [3); atau

d. telah membayar cukai yang mendapat Penundaan yang
tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan,
dan mendapatkan persetujuan pengangsuran atas
pengenaan sanksi administrasi  berupa  denda
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Fasal 29

(1) Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir yang

(2)

mendapatkan Penundaan dengan menyerahkan Jaminan

Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransl tidak

membayar cukai yang mendapat Penundaan sampai dengan

jatuh tempo Penundaan, Pejabat Bea dan Cukai tidak
melayani pemesanan Fita Cukai dengan Penundaan yang
diajukan oleh Pengusaha Pabrik atan Importir dimaksud,

Pejabat Bea dan Cukai melayani kembali pemesanan Pita

Cukai dengan Penundaan, yang diajukan oleh Pengusaha

Pabrik atau Importir yang tidak dilayani pemesanan Pita

Cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1], dalam hal

Pengusaha Pabrik atau Importir telah membayar:

a. cukai yang mendapal Penundaan yang tidak dibayar
sampai dengan jatuh tempo Penundaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a; dan

b. sanksi administrasi berupa denda sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b.
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Pasal 30

Pejabat Bea dan Cukai tidak melayani pemesanan Pita
Cukai dengan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha
Pabrik atau Importir selama 6 (enam) bulan, dalam hal
Pengusaha Pabrik atau Importir tidak membayar cukai yang
mendapat  Penundaan sampal dengan  jatuh  tempo
Penundaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 12
{dua belas} bulan terakhir.

Jangka waktu 6 {enam) bulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terhitung sejak tanggal Surat Tagihan yang ketiga
dalam jangka waktu 12 [dua belas) bulan terakhir.

Pasal 31
Dalam hal FPengusaha Pabrik atan Importir yang
mendapatkan Penundaan dengan menyerahkan Jaminan
Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi tidak
membayar cukai yang mendapat Penundaan sampai dengan
Jatuh tempo Penundaan, Pejabat Bea dan Cukai mencairkan
Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi
yang diserahkan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir yang
mendapat Penundaan dengan menyerahkan Jaminan Bank
atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi.
Pencairan Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan
Asuransi, dilakukan dengan menggunakan surat pencairan
jaminan dibuat sesual formatl sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIII vyang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ind.
Surat pencalran jaminan dibuat dan dikirimkan oleh Pejabat
Bea dan Cukai kepada bank penjamin atau perusahaan
asuransi penjamin.
Bank penjamin ataun perusahaan asuransi penjamin harus
melakukan pencairan jaminan paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak diterimanya surat pencairan jaminan.
Dalam hal bank penjamin atau perusahaan asuransi
penjamin telah mencairkan jaminan, bank penjamin atau
perusahaan asuransi penjamin  harus memberitahukan
kepada Pejabat Bea dan Cukai.
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(6] Dalam hal bank penjamin atau perusahaan asuransi
penjamin  tdak melakukan pencairan jaminan sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pejabat Bea dan Cukai:

a. tidak melayani jaminan baru yang diterbitkan oleh bank
penjamin atau perusahaan asuransi penjamin yang
bersangkutan sampai dengan kewajiban pencairan
jaminan dipenuhi;

b. melaporkan bank penjamin atau perusahaan asuransi
penjamin kepada lembaga yvang berwenang melakukan
pengawasan terhadap bank dan perusahaan asuransi;
dan

c. melakukan penagihan terhadap cukai yang terutang
sesual  dengan Ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 32

Dalam hal Pengusaha Pabrik yang mendapatkan Penundaan
dengan menyerahkan Jaminan Perusahaan tidak membayar
cukal yang mendapat Penundaan sampai dengan jatuh tempo
Fenundaan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penagihan
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada peraturan

perundang-undangan mengenal penagihan.

Pasal 33

Terhadap setiap pemesanan Fita Cukai dengan Penundaan yang
dilakukan Pengusaha Pabrik atau Importir, Pejabat Bea dan
Cukai yang mempunyai tugas mengadministrasikan
penerimaan dan jaminan di Kantor Bea dan Cukai vang
mengawasi Pabrik atau Importir mengadministrasikan dengan
menggunakan Buku Rekening Kredit (BRCK-3),

Pasal 34

Tata cara pencairan jaminan bank dan jaminan darl perusahaan
asuransi ditetapkan dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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BAB V

PEMBEKUAN, PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN

(1)

(2}

(3]

(4]

(1]

(2)

PEMBERIAN PENUNDAAN

Pasal 35

Heputusan pemberian Penundaan yang telah diberikan

kepada Pengusaha Pabrik ataun Importir dapat dibekukan

oleh Kepala Kantor Bea dan Cukal atau Kepala Kantor

Wilayah Bea dan Cukal yang memberikan keputusan

pemberian Penundaan.

Keputusan pemberian Penundaan dibekukan dalam hal:

a. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NFPBEC)
Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan
dibekukan: atan

b. Pengusaha Pabrik atau Importir mendapatkan Surat
Teguran,

Pembekuan keputusan pemberian Penundaan dilakukan

oleh Kepala Kantor Bea dan Cukal atau Kepala Kantor

Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan menerbitkan keputusan pembekuan pemberian

Penundaan dibuat sesual format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XV yang merupakan baglan tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Keputusan pembekuan pemberian Penundaan

ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau

Kepala HKantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1). atas nama Menteri.

Pasal 36

Selama  waktu pembekuan  keputusan  pemberian
Penundaan, Pengusaha Pabrik atau Importir tidak dapat
mengajukan permohonan Penundaan baru.

Dalam hal keputusan pemberian Penundaan dibekulkan,
pemesanan Pita Cukal dengan Penundaan yang diajukan
sebelum pembekuan, dilakukan pembayaran cukal sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
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Pasal 37

Tata cara pembekuan pemberian Penundaan ditetapkan dalam
Lampiran XV yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Dircktur Jenderal ind.

(1)

(2}

(3)

(4)

Pasal 38

Keputusan pembekuan Penundaan yang telah diberikan

kepada Pengusaha Pabrik atau Importir dapat diberlakukan

kembali oleh HKepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala

Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membekukan

keputusan pemberian Penundaan.

Heputusan pemberian Penundaan yang dibekukan

diberlakukan kembali dalam hal:

a. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NFPBKC)
Pengusaha Pabrik atau Importir yvang dibekukan
Penundaannya karena memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a,
telah diberlakukan kembali; atau

b. Pengusaha Pabrik atau Importir yang mendapat Surat
Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
hurul b, telah membayar tagihan cukal, sanksi
administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang
cukai.

Pemberlakuan kemball keputusan pemberian Penundaan

dilakukan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala

Rantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan menerbitkan keputusan pemberlakukan

kembali pemberian Penundaan dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Keputusan pemberlakukan kembali pemberian Penundaan

ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atan

Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), atas nama Menteri.
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Pasal 39

Tata cara pemberlakuan kembali pemberian Penundaan
ditetapkan dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan darl Peraturan Direkiur Jenderal ind.

Pasal 40

(1} Keputusan pemberian Penundaan yang telah diberikan
kepada Pengusaha Pabrik atau Importir dapat dicabut oleh
Hepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kanlor Wilayah
Bea dan Cukal yang memberikan keputusan pemberian
Penundaan.

(2) Keputusan pemberian Penundaan dicabut dalam hal:

a. Pengusaha Pabrik atan Importir yang berangkutan
mengajukan  permohonan  pencabutan  keputusan
pemberian Penundaan;

b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai [NPPBKCO)
Pengusaha Pabrik atau Importir dicabut; atau

¢. Pengusaha Pabrik atau Importir mendapatkan Surat
Paksa.

(3] Pencabutan keputusan pemberian Penundaan dilakulan
oleh Hepala Kantor Bea dan Cukal atau Kepala Kantor
Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan menerbitkan keputusan pencabutan pemberian
Penundaan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ind.

(4] Kepulusan pencabutan pemberian Penundaan
ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau
Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), atas nama Menteri.

Pasal 41

Pengusaha Pabrik atau Importir yang keputusan pemberian

Penundaannya dicabut:

a. wajib membayar seluruh cukal yang mendapat Penundaan
tanpa menunggu jatuh tempo Penundaan; dan



b.
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tidak dapat mengajukan permohonan Penundaan dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya

Keputusan pencabutan pemberian Penundaan.

Pasal 42

Tata cara pencabutan pemberian Penundaan ditetapkan dalam
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Ketentuan Jatuh tempo Penundaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (6) untuk tahun 2017, tahun 2018, tahun
2019, dan tahun 2020 berlaku ketentuan sebagal berikut:

a.

dalam hal pemesanan Pita Cukai diajukan sebelum tanggal
31 Desember 2017 yang jatubh tempo Penundaan melewati
tanggal 31 Desemnber 2017, maka jatuh temponya ditetapkan
tanggal 31 Desember 2017;

dalam hal pemesanan Pita Cukai diajukan sebelum tanggal
16 Desember 2018 yvang jatubh tempo Penundaan melewati
tanggal 31 Desember 2018, maka jatuh temponya ditetapkan
tanggal 31 Desember 2018;

dalam hal pemesanan Pita Cukal diajukan sebelum tanggal
1 Desember 2019 yang jatuh tempo Penundaan melewati
tanggal 31 Desember 2019, jatuh tempe Penundaan
ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019; atau

dalam hal pemesanan Pita Cukai diajukan sebelum langgal
16 November 2020 yang jatuh tempo Penundaan melewati
tanggal 31 Desember 2020, jatuh tempo Penundaan
ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020,
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Direklur Jenderal ini:

a. Heputusan pemberian Penundaan yvang telah diterbitkan
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-
26/BC/2009 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran
Cukal sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-
20/BC/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukal Nomor P-26/BC/2009
Tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai, tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya sesuai jangka waktu
pemberian Penundaan dimaksud; dan

b. Permohonan Penundaan yvang telah diajukan berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-26/BC/2009 tentang
Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukal sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur
Jenderal Nomor PER-20/BC /2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Direkiur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-
26/BC/2009 Tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran
Cukai, dan belum mendapatkan keputusan, diselesaikan
dengan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-26/BC /2008 tentang
Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai sebagaimana telah
diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Direltur
Jenderal Nomor PER-20/BC/2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
P-26/BC /2009 Tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran
Culcai.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-26/BC /2009 tentang
Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur
Jenderal Nomor PER-20/BC/2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor P-26/BC/2009 Tentang Tata Cara Penundaan
Pembayaran Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku terhitung
sejak tanggal 8 Jull 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Jull 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
-t -
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LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDIERAL BEA DAN CUHAL
NOMOR FER-16/BC 2017

TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CURAL UNTUK PENGUSAHS PARRIK ATAL IMPORTIR

BARANG KEMA CLKAL

YAMNG MELARSAMAKAN

FELUNASAN DENGAN CARA FELERATAM FITA CUKAL

HKementerian Keuangan R
Direktoral Jendeml Bea dan Cukat

BUKTI PENERIMAAN
JAMINAN (BPRJ)

NOMOR. isissriissssisninecl )

Lembar ke-1  Pihale yang meimverabi-

Kan faminan
Lembar ke-2  Bendahiars Pensrimaan

MNama Pabrik/Importir el
Alarmat wue o5
NPPBKC B (31
NPWP )
Bentuk jaminan || Jaminan Perusahaan | | Jaminan dart Perusahaan Asuransi
[} Jaminan Bank

MNomor At AR R PR AT et s e i SR A (8]
Targgal - (5
Penjantin 1R

Dengan Huruf

ST NI b I 1

v 1)

Dokumen Dasar Penyerahan Jaminan

Momor

Tanggal

e 13)
RN
creen( 135)

Catatan Bendahara Penerimann

DR o

Bendahara Pererimann

P P——
FREA AN ) |




PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1] : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat penyerahan jaminan,
Nomor (2] : diisi kode Kantor Bea dan Culkal tempat penyerahan jaminan.
Momor (3} : diisi nomor BPJ.

Nomor (4) :diisi nama Pabrik/Importir,

MNomor (5] : diist alamat Pabrik /Importir,

Nomor (6] :diist NPPBKC Pengusaha Pabril/lmportir.

Nomor (7] :diisi NFWP Pengusaha Pabrik/Importir (NFWP badan hukum
dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum,
NPWF perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir
merupakan perorangan),

Nomor (8] : diisi nomor jaminan yang diserahkan.

Nomor (9) : diisi tanggal jaminan yvang diserahkan.

Nomor (10) : diisi nama penjamin terhadap jaminan yang diserahkan,

Nomor (11) : diisi jumlah jaminan yang diserahkan, dalam angka.

Nomor (1Z2) : diisi jumlah jaminan yang diserahkan, dalam huruf.

Nomor (13) : diisi jenis dokumen yvang menjadi dasar penyerahan jaminan,
misalnya Keputusan Pemberian Penundaan Pembavaran Cukai
atau Dokumen Pemesanan Pita Cukal.

Nomor (14) : diisi nomor dokumen sebagaimana yang dimaksud pada
nomaor (13).

Nomor (15) : dilsi tanggal dokumen sebagaimana yang dimaksud pada
nomaor (1.3).

Nomor (16) : diisi catatan yang diberikan bendahara penerimaan.

Nomaor (17) : diisi Kota lokasi kantor bea dan cukai tempat penyerahan Jaminan,
tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan BRJ,

Nomor (18] : dilsi nama dan tanda tangan bendahara penerimaan vang
menandatangani BRI,

Nomor (19) : diisi Nemor Induk Pegawai [NIP) bendahara penerimaan yang
menandatanganl BR.J.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
salinan sesuai dengan aslinya -ttd-

Sclmz-tm is Direktorat Jenderal

. h. HERU PAMBUDI

x dIEI.JEIt[ Mmﬁni
*‘I[P—lgﬁﬁﬂdlﬁ 198601 2 001
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LARMPIRAM 11

PERATURAN [NEEKTUR JENDERAL BEA DAN CLUKAI
NOMOH PER- L6/BC 2017

TENTANG TATA CARA PEMUNDAAN PEMBAYARAN
LCURAI UNTUK FENGUSAHA PABRIK ATAL IMPORTIR
BARAMNCGE HENA CUKAI YANG MELAKSANAHAN
PELUNASAN DEMUAN CARA PELEXATAN PITA CLIKAL

Momor | (1)

.................. i) (YRR e

Lamplrney: b s b8 acemi

Perihal : Fenmohonan Penundaan Pembayaran Cukal atas Pemesanan Fita Culkal
Kepada YHh. ..o & 3 RS

melaluk. ., 1| BRI

s | (TR e | T Ty

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Jabatan e AP B i s i i i
Alamat TSRS, | - | RS
Dalam hal Ini bertindak untuk dan atas nama Pabrik/Importir ...........[10)............ NFPBEC
G OB -, T (12).......... yang beralamat di ............. I dengan ini
mengajulkan permohonan Penundaan Pembayaran Cukal atas Pemesanan Pita Cukai
.......... (14)...-0000 S2DESAE RP v [ 1B sinssnnres [aninssssinsnnrassasel 18] micsinssnrnsennead) dEDIgAND
lampiran sebagal berikut:

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

2. Daftar pemesanan pita cukai selama 6 (enam) bulan terakhir.

Perhitungan besarnya nilai cukal yang dapat diberikan penundaan pembavaran
Laporan Keuangan Perusahaan tahun ...... (17} *l

Ferhitungan rasio keuangan perusahaan. *)

Daftar rekapitulasi penjualan barang kena cukai dalam negerd dan realisasi ekspor
barang kena cukai, **)

7. Fotocopy Salinan Keputusan Pemberian Penundaan yang pernah dimiliki. **%)

Jenis jaminan yang akan dipergunakan dalam rangka penundaan pembayaran cukal
berupa jaminan ... f1Blheeireaiaienne Jaminan tersebut akan kami serahkan paling
lambat pada saat mengajukan pemesanan pita cukai dengan penundaan.

@

Berdasarkan ketentuan jatuh tempo penundaan pembayaran cukai sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMELO4/2017 tentang  Penundaan
Pembayaran Cukai uniuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukal yang
Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukal, kami meminta untuk
diberikan jatuh tempe penundaan pembayaran cukai selama .......... (19).ceennnnn terhitung
sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukal dengan penundaan diajukan.



- 85 -

Demikian sural permohonan ini dibual dengan scbenamya, kami menyatakan sanggup

menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila di kemudian har ternyata
permoehonan ind tidak benar.

Pemahon

tMaterad)

Tembusan:
PETTTTDTICEIN 1.1 ) IOty

*l Tidals diperlukan apabila menggunakan jaminan perusabaan.
**] Tidalk diperlukan apabila tidak memenuhi syamt untuk diberikan jatuh tempo penundaan selama
3 {tiga bulan].

=] Tidak diperiukan apabila sebelumnya belum pemah mendapatkan penundaan pembayaran eukad



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomaor [4)

Nomor [5)

MNomor (6)

Nomor [7)

Nomor (8)

Nomor (9]

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor [12]

Momor (13)

Nomor [14)
Nomeor [15)
Nomor {16}
Nomor (17}
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PETUNJUK PENGISIAN

: difsl nomor surat permohonan Penundaan.

: diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permchonan Penundaan,
: dilsi jumlah lampiran surat, misalnya: satu berkas.

:diisi nama HKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukal/Kantor Wilavah
Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.

: diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang

mengawasi Pabrik atau Importir dalam hal permohonan diajukan
ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai.

: diisi nama kota lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Wilayah
Bea dan Cukai tempat diajukannya permohonan,

: diisi nama lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir

atau  kuasanya yang mengajukan dan  menandatangani
permohonan.

:diisi jabatan pemilik/penanggung jawab Pabrik/lmportir atau

kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.

: dilsl alamat lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir

atau  kuasanya yang mengajukan dan menandatangani

permaohionan.

: diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
rdiisi NPFBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan

permohonan.

diisi  NFWP  Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan

permohonan  (NPWP  badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan
dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).

diisi  alamat  lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan

permohonan.

: diisi jenis barang kena cukal.

» diisi nilai Penundaan yang dimohonkan, dalam angka.

: diisi nilai Penundaan dimohonkan, dalam huruf.

rdiisi periode laporan keuangan perusahaan, jilka Pengusaha

Pabrik/Importir mengajukan permohonan dengan menggunakan
jaminan Perusahaan atau jika permohonan diajukan oleh Importir
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Nomor (18] : diisi jenis jaminan yang akan dipergunakan, misalnya: jaminan
bank.
Nomor [19) : diisi jatuh tempo Penundaan atas pemesanan pita cukai:
a. 2 {dua) bulan {untuk Pengusaha Pabrik);
b. 1 [satu) bulan (untuk Importir); atau
c. 90 (sembilan puluh) hari (untuk Pengusaha Pabrik yang
melakukan ekspor barang kena cukai melebihl penjualan
barang kena cukai dalam negeri);
Nomor [20) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab
Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan permohonan.
Nomor (21) : diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi kantor
tempat permohonan diajukan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
~tid-
HERLU PAMBELUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
e Wb
- _Kepala Bagian Umum

L1
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DAFTAR RERKAPITULASI DOKUMEN PEMESANAN PITA CUEAL

MNama

Nama Pabrik/Importic

NPPBEC
NPWFE

Alamat Pabrik /ITmportir

38 -

LAMPIRAN 1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CLIKAL
MNCMOR FER- 16/BC/ 2007

TENTAMNG TATA CARA FENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAL UNTUK PENGUSAHA PABRINK ATAL IMPORTIR
BARANG HENA CUEAL YARG MELAKSANAKAN
PELUMASAN DENGARN CARA FELERATAM FITA CUKAI

Lampiran Surat Permohonan Penundaan
NOTOT, <o (1}........ tanggal

SELAMA 6 BULAN TERAKHIR

e, (3]

No Bulan Ju‘é‘%ﬁ'{ LDC‘I‘{“"T:“‘ Jumlah Cukai (Rp)
1 | i 8)... e | R 8 R
-1 18)enres oD T R
% | e 7T - il ain. | i 1T
4 L [9l... 1. e
3 . (8)........ 19)... FETi —
6 T (@l... (10)..

Pemohon




Nomaor [1)
MNomor (2)
Momor (3)
MNomaor (4)

Nomor [3)

Nomor [6)

MNomor (7)

Nomor [8)

Nomor (9)

Nomor (10}

Momor (L1} :

- 3G -

PETUNJUE PENGISIAN

: diisi nomor surat permohonan Penundaan yang diajukan.
: diisi tanggal surat permohonan Penundaan yang diajukan.

: diisi nama orang yang mengajukan dan menandatangani surat

permohonan Penundaan.

:diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan

sebagaimana tercantum dalam NFPBEC,

:diisi NPPBEC Pengusaha FPabrik/Importir yang mengajukan

permohonan.

cdiisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan

permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NFWP perorangan
dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir metrupakan perorangan).

cdiisi alamat  lengkap  Pabrik/Importir  yang mengajukan

permobionan.

: diisi nama bulan beserta tahun selama 6 bulan sehelum bulan

pengajuan permohonan.

: diisi jumlah dokumen CK-1/CE-1A yang diajukan selama 6 bulan

sebelum bulan pengajuan permohonan.

ditsi jJumlah nilai cukai berdasarkan dokumen CK-1/CK-1A yang
diajukan selama & bulan sebelum bulan pengajuan permohonan,
diisi tanda tangan dan nama lengkap orang yang mengajukan

permohonan.

DIREETUR JENDERAL BEA DAN CUEAL
-tid-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
E::k!'etaris Direktorat Jenderal
u.b.

o Kepala Bagian Umum
% Indrajati Martini
NIP-19650315 198601 2 001
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LAMPIRAN IV

FERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA AN CEIHAL

NOMOR PER-16/BC, 2017

TENTAMNG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGLISAHA PABRIK ATAL IMPORTIR
HARANG HENA CUOHAI YANG MELAKSAMNAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEIATAN PITA CLUHRAL

Lampiran Surat Permohonan Penundzan
' [#] 1+ R 1 1 RIERRY tangEal s

PERHITUNGAN BESARNYA NILAI CUKAI YANG DIAJURAN
UNTUEK DAPAT DIBERIKAN PENUNDAAN

Nama

Nama Pabrik/Importir
NPFBEC

NPWP

Alamat Pabrilk/Importlr  : .o [

Nilai cukai yang dimintakan penundaan berdasarkan rata-rata pemesanan pita culka:

Dalam 3 (tiga] bulan terakhir

Dalam 6 (enam) bulan terakhir

No. Bulan Jurmnlah Cukal (Rp) | | No. Bulan Jumlah Cukai (Rp)
W T e I mesivg | [ E | siactBlis D)
B | i (5] i v sl s v 2 Sl || avanssalinng 9 _.........
0% (8)... okl i, 3 ] E—— 9.
Jumlah {10].. 3 | sinuintBhn .19)...
Rata-Rata | .o TRV B T {9)...
8 | ... A8]... 9.
Jumlah | ... (10}....c0csmn0n
Rata-Rata | ... (11]..

Perhitungan besamya penundaan berdasarkan rata-rata pemesanan pita cukai dalam
---(12)... bulan terakhir:

5+ SRPSERHTRIN | k) (IR

B 1 £ F PR

Pemohon

s ST (13}




Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3]
Nomor (4)

Nomaor [5)

Nomor (6)

Momoar |7)

Nomor [8)

Nomor (9)

- 4] -

PETUNJUEK PENGISIAN

: diisi nomor sural permohonan Penundaan yang diajukan,

: diisi tanggal surat permohonan Penundaan yvang diajukan.

:dilsl nama pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau
kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.

1diisl nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan

sebagaimana tercantum dalam NPPBKC.

:diisi NFPBRC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan
permohonan.

rdiisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan
permohonan  [NFWF  badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik/lmportir merupakan badan hukum, NPWP perorangan
dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).

»diisi alamat lengkap Pabrik/Importir  yang mengajukan
permohonan.

; dilsi nama bulan dengan jumilah nilai cukai dalam 3 (tiga) bulan
atau 6 (enam) bulan sebelum bulan pengajuan permohonan.

: dilst jumlah nilai cukai dalam 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan
sebelum bulan pengajuan permohonan berdasarkan CK-1/CK-1A
pada bulan bersangkutan.

Nomor (10) : diisi hasil penjumlahan dari nomor (12) dalam 3 (tiga) bulan atan

6 (enam) bulan secbelum  bulan  pengajuan  permohonan
berdasarkan CK-1/CK-1A pada bulan bersangkutan,

Nomor (11) : diisi rata-rata nilal cukal dalam 3 (tiga) bulan atau 6 {enam) bulan

terakhir.

Nomaor (12) : diisi opsional antara 3 (tiga) atau 6 (enam).
Nomor (13) : diisi perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan

Penundaan pembayaran cukai sebanyak:

a. 1 kali (dalam hal Importir];

b. 2 kali (dalam hal Pengusaha Pabrik); atau

c. 3 kali (dalam hal Pengusaha Pabrik yang melakukan ekspor
hasil tembakau melebihi penjualan hasil tembakau dalam
negert).

Nomor (14) : diisi hasil perkalian dari nomer (11} dan nomor (13).

Nomor (15) : diisi persentase penambahan nilai cukal yang dimohonkan dengan

presentase maksimal 5094,



. L

Nomor (16) : diisi hasil perkalian darl nomor (14} dan nomeor [15).

Nomor (17] : diisi hasil penjumlahan dari nomor (14) dan nomor (16).

Nomor (18) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab
Pabrik atau kuasanya yang mengajukan permohonan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUEAL,
-ttd-
HERU PAMBUDI

salinan sesuai dengan aslinya
Selretaris Direktoral Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

\ lnu:lra_j;gti.M_al_rﬂnj
L NIP 19650315 198601 2 001
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LAMPIRAN

FERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CLRKAL
MOMOR PER- 6 /B 2007
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUHAl UNTUK PENGLSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG  BEMA CLUEAI YANG  MELAKSAMAKAN
FELUNASAN DENGARN CARS PELERATAN PITA CLIKAI

Lampiran Surat Permohonan Penundaan
Momor: ......... (1). .o tangEA i | SN

DAFTAR REEAPITULAS] PENJUALAN HASIL TEMBAEKAU DALAM NEGERI DAN
REALISASI EKSPOR HASIL TEMBAKALU TAHUN ....[3)....

Nama

Mama Pabrik
NPFPERKC
NPWP

Alamat Pabrik

A, Perbandingan Rekapitulasi Penjualan Hasil Tembakau Dalam Negerl [Dokumen
CK-1) dan Rekapitulasi Dokumen Pemberitabuan Mutasi Barang Kena Culkal
dengan Tujuan Untuk Dickspor {CK-5 Ekspor] yang Telah Direalisasikan

Ekspormva
il Penjualan Dalam Negeri Realisasi Ekspor
No. Bulan Jumlah Jumlah .
Dokumen | Jumlah Batang | Dokumen | Jumlah Batang
CK-1 CH-5 Ekspor
1 | Januari S | TR RTRTR 3 L] Bty T i i R [ty e [y - SRS
2 | Februari | ... (9)... 1§ L] ERCETRN FEEEH B VARO[ (12).eien,
3 |Maret | ... (9).00re | cererarens {10].. PR 1 1 RN PR, 8 7 | I,
4 | April NG| | AR LY [§ L S B [y | i 8 T P
5 Mt | ... O | srusaeiis {10]... R | R B (120,
6 |Juni s | sieins T g | s T
T | Juli EELE | ek e, ;.--lll].-..- .......... 8 £ (RN
8 | Agusius [EI} .......... (10).......... N i 55 TRURUR LR 5 T
9 | September T T (0] A11)..... (12he.eeeec
10 | Oktober e 1% | PR [PRpr B civanir | s [ sy | amineess 1 s, ISR
11 | November | ..... [Bnmee | v 68 | P PP o ) SR 4 & AL
12 | Desember e | | BYONscidans | faids {11});.... ) 5 A
TOTAL AP By rr [14)... U £ 1 TR [ 1E].. i
B. Kesimpulan
Jumlah hasil tembakau yang diekspor [.......... [ FO— ] lebih besar dari
penjualan hasil ternbakau di dalam negerd [.......... (14)..civniaia)e
Femohon
Loriinesiis | by ORI ]
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MNomor (1)
Nomor (2]
Nomaor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)

Momaor [6)
Momaor [7)

MNomaor (B)

Nomor [9)

Nomor (10}

Nomor (11)

Nomor [12)

Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor |15)
Nomaor (16)
Nomor [17)

< ciisi

-qd

PETUNJUK PENGISIAN

: diisi nomor surat permohonan Penundaan yang diajukan,

: difsi tanggal surat permehonan Penundaan vang diajukan.

» diisi tahun anggaran sebelum tahun pengajuan permohonan,

» diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik atau kuasanya yang

mengajukan dan menandatangani permohonan,

:dilsi nama Pabrik yvang mengajukan permohonan sebagaimana

tercantum dalam NPFPFEBEC.

: diisi NFPBKC Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan.
: diisi NPWFP Pengusaha Pabrik vang mengajukan permohonan

(NFWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrilk/Importir
hukum, NFWP perorangan dalam hal
Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).

merupakan badan

alamat lengkap Pabrik/Importir vang mengajukan

permohonan.

: diisi jumlah dokumen CE-1 vang diajukan selama 12 bulan pada

tahun takwim sebelum tahun pengajuan permohonan.

: dilst jumlah batang hasil tembakau berdasarkan dokumen CE-1

yvang diajukan selama 12 bulan pada tahun takwim sebelum tahun
pengajuan permohonan.

: diisi jumlah dokumen CK-5 ekspor yang diajukan selama 12 bulan

pada tahun takwim sebelum tahun pengajuan permohonan,

: diisi jumlah batang hasil tembakau berdasarkan dokumen CKE-5

elespor yang diajukan selama 12 bulan pada tahun takwim sebelum
tahun pengajuan permohonan.

: ditsi total dokumen CK-1 dari penjumlahan nomor (9).

: diisl total batang hasil tembakau darl penjumlahan nomor (10).

- diisi total dokumen CH-5 ekspor dari penjumiahan nomor (11).

: diisi total batang hasil tembakau dari penjumlahan nomor (12).

: diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab

Pabrik atau kuasanya yang mengajukan permohonan,

DIREETUR JENDERAL BEA DAN CUEKAL

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Dircktorat Jenderal
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LAMPIRAN V1

FERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAl CLIEAI
NOMOR PER- 16/ BC /2017

TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CURA] UNTUR FEMNGUSAHA PABRIK ATAL [MPOHTIR
BARAMG KEMA CUHAL YANG MELAHSAMAKAM
FPELUNASAN DENCGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR ... 1§ BPERREIE RS
TENTANG
PEMBERLIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
ATAS PEMESANAN PITA CUKAI ........ (2).eiiers KHEPADA ........03)........ 2 ] R {4h.......
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penundaan pembayaran

Mengingat

Menetapkan

cukal telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
S57/PME.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukal untuk
Pengusaha Pabrik atau Importicr Barang EKena Cukai yang
Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukal:

. bahwa ........ | FSETRTL | CARPRCrE ¢ IR telah menyvampaikan Surat

Permohonan Nomor ........(5)....... tanggal ... (6)........ untuk
mendapatkan penundaan pembayaran  cukal  dan  telah
melampirkan persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Heuangan tentang Pemberlan Penundaan Pembayaran Cukai atas
Pemesanan Pita Cukai .......[2)....... kepada .....[3)..... di

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PME.04/2017 tentang

Penundaan Pembayaran Cukal untuk Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan
Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

REPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN CUEKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI

cvasial@lcvian REPADA CLalBhicia Dl ). ...,



PERTAMA

KEDIA

BRETIGA
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1. Kepada .......... b ¢ ' | P i | P, NFFBEC ......... | PR
MW civiisvaniienis (B).-reserisaranare. diberikan penundaan pembayaran
cukai atas pemesanan pita cukal ... 2)....c.c..... sebesar
............. [ s ey annmns s amemmr g s prmoepmnss ol T s pocaos s sy s e i o

2. Realisas! jumlah nilai cukal atas pemesanan pita cukai dengan
penundaan yang dilakukan dalam masa berlakunya keputusan ind
tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan pada angka 1;

i RTESINT .| SYBRESION | romn. | | B wajib mempertaruhkan jaminan
dalam bentuk ... [11})........ dan jaminan tersebul diserabikan
paling lambat pada saal mengajukan dokumen pemesanan pila
cukai dengan menggunakan penundaan pembayaran  cukai
berdasarkan Keputusan Menterd ind.

4. Jatuh tempo penundaan pembayaran cukal yang diberikan yaitu
selama ..o (12)........ terhitung sejak tangeal dokumen pemesanan
pita cukai dengan penundaan.

P 23 J walib membayar utang cukal karena penundaan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lambat
pada tanggal jatuh tempo penundaan sesual dengan ketentuan
vang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
57/PMK.04 /2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk
Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukal yang
Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Plta Culkai;

2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada angka 1 (satu),

dikenal sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesual dengan
ketentuan yang berlaku,

Heputusan Menteri ini mulal berlaku pada tanggal ........[13)........ dan
mempunyai masa berlaku sampai dengan tanggal ........ (14)........

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. DirekturJenderal Bea dan Cukal u.p. Direktur Teknis dan Fasililas
Cukai:

2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis:
3. Kepala Kantor .......... [15)..0ensannsd
4. Pimpinan ....... 1] P dl....... (4).......;

Ditetapkan di ........ (16)........
pada tanggal ........(17)........

an. MENTERI EEUANGAN REFUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR ........[(18]........



Nomor (1)
Nomor (2)
Momor (3)
Nomor (4]
Nomor (5)
Nomaor (6]
Nomor (7)

Nomor (8]

Nomor (9)

_ AT -

PETUNJUK PENGISIAN

: diisi nomor Keputusan.

: diisl jenis barang kena cukat.

: diisi nama Pabrik/Importir.

: diisi nama kota lokasi Pabrik/Importir.

: diisi nomor surat permohonan pemberitahuan Penundaan.

: dils! tanggal surat permohonan pemberitahuan Penundaan,

: diisi NPFPBEC Pengusaha Pabrik,/Tmportir.

»diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir (NPWP badan hukum
dalam hal Pengusaha Pabrik/lmportir merupakan badan hukum,
NFWF  perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importi
merupakan perorangan).

: diist jumlah nilai cukai yang diberlkan Penundaan, dengan angka.

Nomor (10) : diisi jumlah nilai cukai yang diberikan Penundaan, dengan hurul.

Nemor (11) : diisi jaminan bank/jaminan dari perusahaan asuransi/jaminan

perusahaan beserta salinan akta notarisnya.

Nomer [12) : diisi jatuh tempo Penundaan atas pemesanan pita cukai:

a. 2 [dua) bulan (untuk Pengusaha Pabrik);

b. 1 {satu) bulan (untuk Importir); atau

c. 90 [sembilan puluh} harl [untuk Pengusaha Pabrik yang
melakukan ekspor hasil tembakau melebihi penjualan hasil
tembakau dalam negeri);

Nomor (13) : diisi tanggal mulai berlakunya keputusan,
Nomor (14} : diisi tanggal berakhirnya keputusan.
Nomor (15} : dilsi nama Kantor Wilayah DJBC, dalam hal keputusan diberikan

oleh Hepala Hantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
nama HKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang
membawahi Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal keputusan
diberikan oleh Eepala Kantor Wilayah IMBC.

Nomor (16) : diisi nama Kota dimana keputusan diterbitkan.
Nomor (17) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
Nomor (18] : diisi nama kantor yang menetapkan keputusan.



- 48 -

Nomor (19) : diisi nama Kepala kantor yang menandatangan! keputusan.
Nomor (20} : diisi Nomor Induk Pegawal ([NIP) kepala kantor yang
menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUEAIL
-ttd-
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Dircktorat Jenderal
A b
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LAMPIRAK W11

PERATURAN DIREETUR JENDERAL BEA DAN CLIKAL
NOMOR FER-1G6/BC /2417

TENTANG TATA CARA PENLINOAAN PEMBAYARAN
CURA]I UNTUK PERGUSAHA PABRIK ATAL IMPORTIR
BARANG HEMA CUHAL YANG MELAKSAMNAKAN
FELUNASAN DENGAN CARA FELEKATAN PITA CLIKAI

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PENUNDAAN

A. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

l. Pengusaha Pabrik atau Importir:

a.

mengajukan permohonan Penundaan kepada Kepala KPPBC.

b. menerima sural permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran

permohonan darl Kepala KPPEC, dalam hal lampiran permohonan
belum lengkap.

mengajukan kelengkapan lampiran permohonan Penundaan kepada
Kepala KPFBC, dalam hal menerima surat permintaan pemenuhan
kelenglkapan lampiran permohonan.

- menerima sural penolakan darl Kepala KPFBC, dalam hal permohonan

Penundaan ditolak oleh Kepala KPPBC.

menerima tembusan surat rekomendasi hasil penelitian dari Kepala
KFPBC, dalam hal besaran nilai cukai yang diajukan Penundaan
merupakan wewenang HKepala Kantor Wilayah untuk memberikan
keputusan.

menerima  salinan Keputusan Pemberian Penundaan dari Kepala
KFPBEC, dalam hal permohonan Penundaan disetujui oleh Kepala
KFPPBC.

2. Kepala KPPBC:

a.

mendisposisikan permohonan Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau
Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi
melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan
dan Cukai.

menandatangant surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran
permohonan, dalam hal Jampiran permohonan yang diajukan belum
lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.

menyampalkan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Pengusaha Pabrik atau Impotir.



h.
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. menandatangani suratl penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan

jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai

ketentuan.

menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada

Pengusaha Pabrik atau Importir.

menandatangani  sural rekomendas! hasil penelitian, dalam hal

besaran nilal cukai yang diajukan Penundaan merupakan wewenang

Hepala Kantor Wilayah untuk memberikan keputusan.

menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf [ kepada

Kepala Kantor Wilayah.

menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf f

kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.

menandatangani Keputusan Pemberian Penundaan.

menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf

i kepada:

1) Dircktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas
Cukai;

2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;

3) Kepala Kantor Wilayah; dan

4} Pengusaha Pabrik atau Importir.

menyampaikan copy salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada

huruf i kepada Pejabatl Bea dan Cukal yang menyelenggarakan fungsi

mengadministrasikan penerimaan dan Jaminan.

- Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsl melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:

a. meneliti kelengkapan dan Kesesuaian data lampiran permohonan

Penundaan yang didisposisikan Kepala KPPBC,

membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran
permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal
lampiran permohonan Penundaan yang digjukan belum lengkap.
menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Kepala KPPBC.

meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam
hal lampiran permohonan Penundaan telah diterima secara lengkap.
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membuat konsep sural penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau
Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang
dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai ketentuan.
menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e
kepada Kepala KPPBC.

meneliti besaran nilai cukai yang diajukan Penundaan, dalam hal hasil
penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah

sesnal ketentuan.,

- membuat konsep surat rekomendasi dari Kepala KPFBC kepada Kepala

Kantor Wilayah terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf d, dan huruf g, dalam hal besaran nilai cukai yang
diajukan Penundaan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah
untuk memberikan keputusan,.

menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf h
kepada Kepala KPPBC.

membuat konsep Keputusan Pemberian Penundaan, dalam hal hasil
penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah
sesual ketentuan dan besaran nilai cukal vang diajukan Penundaan
tidak melebihi wewenang Kepala KPPEC,

menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf
j kepada Kepala KPFBC.

B. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC)

1. Pengusaha Pabrik atau Importir;

a.
b,

mengajukan permohonan Penundaan kepada Kepala KPUBC,
menerima  sural permintaan  pemenuhan  kelengkapan lampiran
permohonan darl Kepala KPUBC. dalam hal lampiran permohonan
belum lengkap.

mengajukan kelenghkapan lampiran permohonan Penundaan kepada
Kepala KPUBC, dalam hal menerima surat permintaan pemenuhan
kelengkapan Jampiran permohonan.

. menerima surat penolakan darl Kepala KPUBC, dalam hal permohonan

Penundaan ditelak oleh Kepala KPUBC,

- menerima salinan Keputusan Pemberian Penundaan dari Kepala

KPUBC, dalam hal permohonan Penundaan disetujui oleh Kepala
KPUBC.
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2. Kepala KPUBC:

.

mendisposisikan permohonan Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau
Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi
melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan
dan Cukai.

menandatangani surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran
permohonan, dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum
lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.

menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Pengusaha Pabrik atau Impotir,

. menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan

Jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai

EKetentuan.

menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada

Pengusaha Pabrik atau Importir.

menandatangani Keputusan Pemberian Penundaan.

menyampaikan salinan kKeputusan sebagaimana dimaksud pada huruf

[ kepada:

1] Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fastlitas
Culeat;

2] Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis; dan

2] Pengusaha Pabrik atau Importir.

menyampaikan copy salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada

huruf { kepada Pejabat Bea dan Cukal yang menyelenggarakan fungsi

mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.

3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan

pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:

.

b.

meneliti kelengkapan dan kesesuaian data lampiran permohonan
Penundaan yang didisposisikan Kepala KPUBC.

membual konsep sural permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran
permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal
lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data
vang dilampirkan tidak sesuai.

menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Eepala KPFUBC.
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. meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam

hal lampiran permohonan Penundaan telah diterima secara lengkap,
membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau
Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang
dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai ketentuan.
menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e
kepada Kepala KPUBC.

membuat konsep Keputusan Pemberian Penundaan, dalam hal hasil
penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah
sesual Ketentuan,

- menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf

g kepada Kepala KFUBC.

C. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala
Eantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:

A,

mengajukan permohonan Penundaan kepada Kepala Kantor Wilayah
melalui Kepala KPPBC.

menerima  surat  permintaan  pemenuhan  kelengkapan lampiran
permohonan dari Kepala KPPBC atau Hepala Kantor Wilayah, dalam
hal lampiran permohonan belum lengkap.

mengajukan kelengkapan lampiran permohonan Penundaan kepada
Kepala KPPBC atau Kepala Kantor Wilayah, dalam hal menerima surat
permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan.
menerima surat penolakan dari Kepala KPPBC atau Kepala Kantor
Wilayah, dalam hal permchonan Penundaan ditolak oleh Kepala KPPFBC
atau Kepala Kantor Wilayah.

menerima tembusan surat rekomendasi hasil penelitian darl Kepala
KPPBC.

menerima  salinan Keputusan Pemberian Penundaan darl Kepala
Kantor Wilayah, dalam hal permohonan Penundaan disetujui oleh
Kepala Kantor Wilayah,

2. HKepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai:

.

mendisposisikan permohonan Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau
Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi
melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan
dan Cukai.
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b. menandatangani surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran
permohonan, dalam hal lampiran permohonan vang diajukan belum
lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.

c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Pengusaha Pabrik atau Importir.

d. menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan
Jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai
kelentuan,

¢. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada
Pengusaha Pabrik atau Importir,

f. menandatangani surat rekomendasi hasil penelitian.

g. menyampaikan berkas permohonan dan surat sebagaimana dimaksud
pada huruf [ kepada Kepala Kantor Wilayah.

h. menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf [
kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.

i. menerima salinan RKeputusan Pemberian Penundaan dari Kepala
Kantor Wilayah.

J. menyampalkan copy salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada
huruf i kepada Pejabat Bea dan Cukal yang menyelenggarakan fungsi:
1} melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan

dan Cukai; dan
2) mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.

. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada
KPPBC:

a. meneliti kelengkapan dan Kesesuaian data lampiran permohonan
Penundaan yvang didisposisikan Kepala KPPBC.

b. membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran
permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal
lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data
vang dilampirkan tidak sesual.

c. menyampailkan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Kepala KPFBC.

d. meneliti persyaratan penggunaan jaminan vang dimohonkan, dalam
hal lampiran permohonan Penundaan telah diterima secara lengkap.
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e. membuat Konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau
Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang
dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesual ketentuan.

{. menyampaikan Konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e
kepada Kepala EFPBC.

2. meneliti besaran nilai cukal yang diajukan Penundaan, dalam hal hasil
penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah
sesual kelentuan.

h. membuat konsep surat rekomendasi dari Kepala KPPBC kepada Kepala
Kantor Wilayah terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf d, dan huruf g.

. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf h
kepada Kepala KPPBC,

. Kepala Kantor Wilayah:

a. mendisposisikan permohonan Penundaan dan surat rekomendasi hasil
penelitian kepada Pejabal Bea dan Cukal vang mempunyai melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

b. menandatangani surat permintaan pemenuhan kelengkapan berkas
permohonan, dalam hal berkas permohonan yang diajukan belum
lengkar.

c. menyampaikan sural sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Pengusaha Pabrik atau Importir.

d. menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Kepala KPPBC.

e. menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan
jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai
ketentuan.

[. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada
Pengusaha Pabrik atau Importir,

g menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf e
kepada Kepala KPPBC.

a. menandatangani Keputusan Pemberian Penundaan.
b. menyampaikan salinan Kepulusan Pemberian Penundaan kepada:
1} Direktur Jenderal Bea dan Cukal u.p. Direktur Teknis dan
Fasilitas Cukai:
2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
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3) Kepala KPFBC; dan
4) Pengusaha Pabrik atau Importir,

2. Pejabat Bea dan Cukal vang menyelenggarakan fungsi melakukan

pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada
Hantor Wilayah:

a.

h.

meneliti surat rekomendasi hasil penelitian dan kelengkapan berkas
permohonan Penundaan yang didisposisikan Kepala Kantor Wilayah.
membuatl kKonsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan berkas
permohonan kepada Pengusaha Pabrik atan Importir, dalam hal berkas
permohonan yang diajukan belum lengkap.

menyvampaikan konsep sural sebagaimana dimaksud pada huraf b
kepada Kepala Kantor Wilayah.

- meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam

hal berkas permohonan Penundaan telah diterima secara lengkap.
membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau
Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan vyang
dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai ketentuan.
menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e
kepada Kepala Kantor Wilayah.

membuat konsep HKeputusan Pemberian Penundaan, dalam hal
permohonan Penundaan telah sesuai ketentuan.

menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf
g kepada Kepala Kantor Wilayah.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekrelaris Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN VIEI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUEAL
NOMOR PER- 1G/BC 220087

TENTANG TATA CARA PENUNDAAN FEMBAYARAN
CLEA UNTUK FENGUSAHA PABRIK ATAL [MPORTIR
BARANG FEMA CUHAL YAMNCG MELAKSAMNAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELERATAN PITA CUKA

Nomor R i ) SRR . (e A e R e
Lamplran ! cooecse 15| PR
Perthal : Permohonan Penyesuaian Nilai Cukai

Atas Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama s A il ST R )
Jabatan B e PR
Alamat R 2| AT

Dalam hal ini  bertindak untuk dan atas nama Pabrik/Importir
.............. ) SRS 1 2 ol - ;1| RN s § NS . | ... SN .. PR .
beralamat I ... L1 i dengan ini mengajukan permohonan
penyesualan nilal cukal atas pemberian penundaan pembayaran cukal unluk
pemesanan pita cukal ... (14)........... yang telah diberikan berdasarkan Keputusan
Pemberian Penundaan Pembayaran Cukal Nomor ... 15, tanggal
............ {16)...s00erere.. BebesAr 17 v JTRNSESTG. § 1 . e
| LTBE e ey s s sy aea | menjadl sebesar Rp
................ (19} ccmrirres [errerervnrnreinrssnrsend[20] s | dengan lampiran

sebagal berilkout:

1. Daftar pemesanan pita cukai selama 6 (enam) bulan terakhir,

2. Perhitungan besaran penyesuaian nilai cukal yang dapat diberikan penundaan
pembayaran culal.

3. Fotocopy Salinan Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukal Nomor
..................... 5 85 ) [RRURNPAPOROONRIYE. 1. | COPIRITIE |, | . | S

Demikian  surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan  karmni
menyatakan sanggup menerima sanksl sesual dengan ketentuan yang berlaku apabila
di kemudian hari ternyata permohonan ind tidak benar.

Pemohon

[Materai]

Tembusan:
Eepala Kantor Wilayah DJBC .........(22).......



Momor (1)

Nomaor (2)

Nomor (3)

MNomor ()

Nomor (5]

Nomor (6]

Nomor (7)

Nomor (8]

Nomor [9)

Nomor {10)

Nomaor {11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14] :
: dilsl nomor keputusan pemberian Penundaan yang berlaku dan

Nomor (15)

PETUNJUK PENGISIAN

sdiisi nomor sural permohonan penyesualan nilal cukal atas

pemberian Penundaan.

: diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan penyesuaian

nilai cukai atas pemberian Penundaan.

: diisi jumlah lampiran surat, misalnya: satu berkas.
:diisl nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Wilayah
DJBC tempat pengajuan permohonan,

: diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yvang

mengawasi Pabrik/Importir dalam hal permechonan diajukan ke
kantor wilayah.

: difsi nama Kota lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai/Rantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Wilayah
DJBC tempat diajukannya permohonan,

tdiisi nama lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir

alau  kuasanya yang mengajukan dan menandatangani
permohonan,.

: diisi jabatan pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau

kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.

: diisi alamat lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir

atau  kuasanya yang mengajukan dan menandatangani
permohonan,

- diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonari.
:diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan

permohonan.

. diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan

permohonan  (NFWP  badan hukum  dalam hal Pengusaha
Pabrik/Importir merupakan badan hukum., NPWP perorangan
dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).

:dilsi  alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan

permohonan.
diisl jenis barang kena cukai.

dimintakan perubahan.



a2

L

Nomaor [16)

Nomor [(17)

MNomor [18)

Nomaor (19]

Nomaor (20]

Momor (21)

MNomor (22)

: diisi tanggal keputusan pemberian Penundaan yang berlaku dan

dimintakan perubahan.

: diisi nilai eukai yang diberikan berdasarkan keputusan pemberian

Penundaan yang berlaku dan dimintakan penyesuaian, dalam

» diisi nilal cukal yang diberikan berdasarkan keputusan pemberian

Penundaan yang berlaku dan dimintakan penyesuaian, dalam

huruaf.

s dilsi penyesuaian nilal cukal atas pemberian Penundaan yang

dimohonkan, dalam angka.

s diisi penyesuaian nilai cukai atas pemberian Penundaan yang

dimohonkan, dalam huruf.

: diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab

Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan permohonan.

» dilsi nama Kantor Wilayah DJBC yang membawahi kantor tempat

permohonan diajukan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direkiorat Jenderal
u.b.
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LaMPIRAN D

PERATURAN DIREETUR JENDERAL BEA DAN CLIKAT
NOWOR PER-16/BC 2017

TENTANG TATA CARA FPENUNDAAN FEMBAYARAN
CLRA] UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAL [MPORTIR
HARANG  HEMA  CUKAL  YAND MELAESAMNAKAN
FELUKASAN DENGAN CARA PELERATAN FITa CUIKAL

PERHITUNGAN BESARNYA KENAIKAN TARIF CUKAI
PRFAE =000 s seeins B
Nama Fabrilk/Importir 5 i ) e R
NPFWF e e S hacra s R e i e
Alamat Pabrikk/Importit = .o i O P e

I. Nilai Penundaan Cukai Sebelum Kenaikan Tarif Cukal

tanggal
Atas
Pemesanan Pita Cukal ..........48]........ Repada ........ " SO |
diberikan penundaan pembayaran cukal atas pemesanan pita cukai dengan nilai
penundaan sebesar Bp oo, [ |

II. Perhitungan Penyesuaian Nilai Cukai Yang Diberikan Penundaan

—

Tarif Cukai

L [Lama)

Tarif Cukal
(Baru)

Persentase
Kenalkan

1 I 1 B §

a1

lllIlEillll

2 o @ B PPN

L b R,

e 18]

3 o 18 3 I

I A

L - |

Rata-Rata Persentase Kenaikan o L |

III.Nilai Penundaan Cukai Setelah Kenalkan Tarif Cukai

Jumiah nilal cukai yang dapat diberikan penambahan penundaan:
........ (B 5 ) [SURIRRER 8 .4 + KRR | ¢ | SRR 5 - | | SN § [ IS

Pemohon



=] =

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1} :diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importic atau
kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.

Nomor (2]  : diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.

Nomor (3) :diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan
permohonan.

Nomor [4) :diisi NFWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan
permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NFWP perorangan
dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).

Nomor (5] :diisi alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan
permohonan.

Nomor [B] :diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian
penundaan pembayaran cukal yang berlaku dan dimintakan
perubahan,

Nomor [7) :diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian
pemundaan pembayaran cukai yvang berlaku dan dimintakan
perubahan.

Nomor (8] : diisi jenis barang Kena cukad.

Nomor (9) : diisi nama kota lokasi Pabrik /Importir,

Nomor (10) : diisi nilai cukai yang diberikan penundaan sebelumnya.

Nomor (11) : diisi tarif cukai sebelum kenaikan tarif cukai (tarif cukai lamal.

Nomeor (12) : diisi tarif cukai sesudah kenalkan taril cukai (tarlf cukai baru).

Nomor (13} : diisi persentase kenaikan tarif cukai baru dengan tarif cukal
sebelum  kenaikan dibandingkan dengan tarif cukal sebelum
kenaikan.

Nomor (14) : diisi rata-rata persentase darl kenalkan tarif cukai sebagaimana
dimaksud pada nomor {13).

Nomor (15) : diisi hasil dari nomor (10) dikali nomor (14},

Nomor (16) . diisi nama pemilik/penanggung jawab  Pabrik/Importlr atau
kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.

DIREETUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Salinan sesual dengan aslinya

E:lzkretariﬂ, Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN X
PERATURAN [MREKTUR JENDERAL BEA DAN CLHAJ
NOMOR PER- 16/BC /2017

TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG HKENA CUHAI YANG MELANSANAKAN
PELLUMNASAN DENGAN CARA PELEKATAN FITA CLIKAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

EEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

MU, .. i vinminsrabbb s vmaisis
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI EETTANGAN NOMOR ......... 2] cciiiinnnn, TENTANG

PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI

Menimbang

Mengingat

MENTERI EEUANGAN,

. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penyesualan nilai cukai

yvang diberikan penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang
Penundaan Pembayaran Cukal uniuk Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan
Cara Pelekatan Pita Cukad;

. babwa i ) i i) 7 SR telah mendapatkan

Heputusan Menterf Kevangan Nomor ... ] PR tentang
Pemberian Penundaan Pembayaran Cukal atas Pemesanan Pita
Cukal oo (3]s

. ‘babwa . cin ) e ¢ | EHARRry ses[Fiiaraianan. telah menyampaikan

Surat Permohonan Penyesuaian Nilal Cukai Atas Pemberian
Fenundaan Pembayaran Cukal Nomor .......... (6)........... tanggal
.......... (7)ccieieir. untuk mendapatkan penundaan  pembayaran
cukai dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut
hurul a;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Heuwangan tentang Perubahan Keputusan Menterl

keuangan Nomor .......... | FYP Tentang Pemberian Penundaan
Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pila Cukal .......... (3]........
kepada .......... 7T A " TR - M :

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Hepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
{Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755):

- Peraturan Menteri Heuangan Nomor 57/PMEK.04/2017 tentang

Penundaan Pembayaran Cukal uniuk Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai yvang Melaksanakan Pelunasan dengan
Cara Pelekatan Pita Cukai;



Menetaplkan

PERTAMA

KEDLA
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MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN KEEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...... -4 A
TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS
PEMESANAN PITA CURKAIL .oovsceedB)iariresnres KEPADA o1uiaias s 1| P B

Ketentuan Diktum PERTAMA dalam Keputusan Menteri Keuangan

NOMOr ... (2 isenaas tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukal

Atas Pemesanan Pita Cukal .......... £} SRR, Eepada .....ooeo. 1) I

"y QT i RS diubah, sehingga keseluruhan Diktum PERTAMA

menjadt berbunyi sebagai berikut;

"FERTAMA : 1. Kepada .......H4)........... 1 | EXCRT PR, - AR NPPBHC
.......... (B..cocccuris NPWP ...iiviviindBeiiasivaiinss diberikan

(ot 111 74| F—— Tl o F ) o RIRE | [ | [E

2. Re:a.lisasd jumlah nilai cukai atas prm::aman pita
cukai dengan penundaan yang dilakukan dalam masa
berlakunya keputusan ind tidak boleh melebihi jumlah

yvang ditetapkan pada angka 1;

< (23 IO < | IR (- SO diwajibkan
mempertaruhkan jaminan dalam bentulk
......... (14).......... dan jaminan tersebut diserahkan

paling lambat pada saat mengajukan dokumen
pemesanan  pita cukal dengan meéngfunakan
penundaan  pembayaran cukai  berdasarkan
Keputusan Menter ini.

4. Jatuh tempo penundaan pembayaran cukal yang
diberikan yaitu selama ......... 1 F; — terhitung
sejak tanggal dokumen pemesanan plta cukal dengan
penundaan diajukan.

Keputusan Menterl ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai masa berlaku sampal dengan tanggal .......... (16

Salinan Keputusan Mentert ini disampaikan kepada:
1. Direktur.Jenderal Bea dan Cukai u.p, Direktur Teknis dan Fasilitas
Culkai;

2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Siralegis;

3. Hepala Kantor .......... 97 I— : dan

4. PImpinan ........ 8 G i 1
Ditetapkan di .......... HB).cs,
pada tanggal .......... 317 IEE——

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....[20)......



Nomor (1)
Nomar (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

MNomaor (7)

Nomaor (8]
Nomor [9)

Nomor [10)

Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor [13)

Nomor [14)

Nomor (15)

Nomor [16)
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PETUNJUK PENGISIAN

: diisi nomor Keputusan.
s diisi nomor Keputusan Menterl Keuangan tentang pemberian

penundaan pembayaran cukal vang berlaku (akan dilakukan
perubahan).

: diis jenis barang kena cukai,

: diisi nama Pabril/Importir.

: diisi nama kota lokasi Pabrik/Importir,

:dilsi nomor surat permohonan penyesualan nilai cukai atas

pemberian Penundaan.

cdiisi tanggal surat permohonan penyesualan nilai cukai atas

pemberian Penundaan.,

» diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir.
;dilsi  NFPWP  Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan

permohonan  (NPFWP  badan hukum dalam hal Pengusaha
Fabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWF perorangan
dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorarngan).

s diisi jumlah nilai cukai yang diberikan penundaan pembayaran

cukai sebelum perubahan.

+ diisi jumlah penyesuaian nilai cukai yang diberikan,
:diisi jumlah mnilai cukal yang diberikan Penundaan setelah

perubahan, dalam angka.

:diisi jumlah nilai cukal yang diberikan Penundaan setelah

perubahan, dalam huruf.

:diisi jaminan bank/jaminan dari perusahaan asuransi/jaminan

perusahaan beserta salinan akta notarisnya.

: diist jatuh tempo penundaan pembayaran cukal atas pemesanan

pita culai:

a. 2 [dua) bulan (untuk Pengusaha Pabrik);

b. 1 {satu) bulan {untuk Importir); atau

c. 90 (sembilan puluh) harl {untuk Pengusaha Pabrik yang
melakukan ckspor barang kena cukal melebihl penjualan
barang kena cukai dalam negeri):

diisi sesuai tanggal berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan

tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yvang berlaku

(sedang diajukan perubahan]).



Momaor (17)

Nomar (18)
Nomeor [19)
Nomaor (20)
Nomor (21)

Nomor (22)
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: diisi nama Kantor Wilayah DJBC, dalam hal keputusan diberikan

oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukaf:
Nama Kanfor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal yang
membawahi Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal keputusan
diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.

- diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan,

» diisi tanggal keputusan diterbitkan.

: diisi nama kantor yang menetapkan keputusan.

»diisi nama dan tanda tangan kepala kantor yang menandatangani

keputusan.

:dilsi  Nomor Induk Pegawai (NIF) kepala kanfor yang

menandatangani keputusan,

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL,
-tid-

HERU FAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretarﬁ Direkitorat Jenderal

,.L.ue-'

“= b,

,-"" .ﬂ-* E&pfﬂa‘ Eagian Umum

'll_-._.l-.l'r e

-.__1-._—

x i, lndmja,ta’i‘fj’a'.mnl
mmﬁ 1-96503 15 198601 2 001
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LAaMPIRAN X

PERATUIRAN DIREKTUR JENMDERAL BEM DAN 1A
NOMOR PER- 1G/BC 2017

TENTAMND TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CLEAE LINTLE PENGUSAHA FPABRE ATAL IMPORTIR
BARANG KENA  CHUEAL YANG MELAKSAMAHAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEMATAN FITA CLIKA]

TATA CARA PENGAJUAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

PFEMBERIAN PENUNDAAN

A. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
1. Pengusaha Pabrik atau Importir:

a. mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan

Penundaan kepada Kepala KPPBC,

menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran
permohonan darl Kepala KPPBC, dalam hal lampiran permohonan
belum lengkap.

mengajukan kelengkapan lampiran permohonan penyesuaian nilai
cukal yang diberikan Penundaan kepada Kepala KPPBC, dalam hal
menerima sural permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran
permohonan.

. menerima  sural penoclakan dari Kepala KPPBC, dalam hal

permohonan penyesuaian nilai cukal yang diberikan Penundaan
ditolak oleh Kepala KPPBC.

menerima tembusan surat rekomendasi hasil penelitian dari Kepala
RPFBC, dalam hal besaran penyesuaian nilai cukai yang diberikan
Penundaan yang diajukan merupakan wewenang Kepala Kantor
Wilayah untuk memberikan keputusan.

menerima salinan Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan
dari Kepala KFPBC, dalam hal permohonan penvesuaian nilai cukai
vang diberikan Penundaan disetujui oleh Kepala KPPBC.

2. Kepala Kantor Bea dan Culcai:

.

mendisposisikan  permohonan  penyesuaian nilal cukai  yang
diberikan Penundaan darl Pengusaha Pabrik atau Importir kepada
Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukal.
menandatangani  surat permintaan pemenuhan  kelengkapan
lampiran permohonan, dalam hal lampiran permohonan yang
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diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak
sesuai,

¢. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Pengusaha Pabrik atau Impotir.

d. menandatangani  surat penclakan, dalam hal persyaratan
penggunaan  jaminan  yang dimohonkan untuk mendapat
penyesualan nilai cukai vang diberikan Penundaan tidak sesuai
ketentuan,

¢. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada
Pengusaha Pabrik atau Impartir.

[. menandatangani surat rekomendasi hasil penelitian, dalam hal
besaran penyesuaian nilai cukai vang diberikan Penundaan yang
diajukan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah untuk
memberikan keputusan.

g. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huaruf [ kepada:
1) Kepala Kantor Wilayah; dan
2) Pengusaha Pabrik atau Importir.

h. menandatangani Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan,

i. menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada
huruf i kepada:

1} Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan
Fasilitas Cukat:

2) Direkiur Penerimaan dan Perencanaan Strategls;

3] Kepala Kantor Wilayah; dan

4] Pengusaha Pabrik atau Importir,

jo menyampaikan copy salinan keputusan sebagaimana dimaksud
pada hurufi kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan
fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan,

. Pejabat Bea dan Cukal yang menyelenggarakan fungsi melakukan

pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:

a. menelitl Kelengkapan dan kesesuaian data lampiran permohonan
penyesuaian mnilai cukai yang diberikan Penundaan yang
didisposisikan Kepala KPPBC.

b. membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan
lampiran permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir,
dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap
dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.



¢. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Kepala KPPBC.

d. menelitl persyaratan penggunaan jaminan vang dimohonkan, dalam
hal lampiran permohonan telah diterima secara lengkap.

e. membuat konsep sural penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau
Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan vang
dimohonkan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang
diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.

f. menyampaikan konsep sural sebagaimana dimaksud pada huruf e
kepada Kepala KPPBC.,

g. meneliti besaran penyesuaian nilai cukai vang diberikan Penundaan
yang diajukan, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimalksud
pada huruf a dan huruf d telah sesuai ketentuan.

h. membuat konsep surat rekomendasi dari Kepala KPPEC kepada
Kepala Kantor Wilayah terhadap hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf d, dan huruf g, dalam hal besaran
penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang diajukan
merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan
keputusan.

1. menyampaikan konsep sural sebagaimana dimaksud pada huraf h
kepada Kepala KPPBC.

). membuatl Konsep Kepulusan Perubahan Pemberian Penundaan,
dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada hurul a dan
huruf d telah sesuai ketentuan dan besaran penyesuaian nilai cukai
vang diberikan Penundaan yang diajukan tidak melebihi wewenang
Kepala KPPBC.

k. menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada
huruf j kepada Kepala KFPBC.

B. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (EPUBC)

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:
a. mengajukan permohonan penvesuaian nilai cukai yang diberikan
Penundaan kepada Kepala KPUBC.
b. menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran
permohonan dari Kepala KPUBC, dalam hal lampiran permohonan
belum lengkap.



C.

mengajukan kelengkapan lampiran permohonan penyesuaian nilai
cukail yang diberikan Penundaan kepada Kepala KPUBC, dalam hal
menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran
permohonan.

. menerima surat penolakan dari Kepala KPUBC, dalam hal

permohonan penyesuaian nilai cukal yang diberikan Penundaan
ditolak oleh Kepala KPUBC.

menerima salinan Heputusan Perubahan Pemberian Penundaan
dari Kepala KPUBC, dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai
yang diberikan Penundaan disetujui oleh Kepala KPUBC.

2. Repala KPUBC:;

.

mendisposisikan  permohonan  penyesuaian nilai cukai yang
diberikan Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir kepada
Pejabat Bea dan Cukal yang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukal.
menandatangant  surat permintaan pemenuhan  kelengkapan
lampiran permohonan, dalam hal lampiran permohonan vang
diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak
sesual,

menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Pengusaha Pabrik atau Impotir.

menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan
penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat
penyesuaian nilai cukal yvang diberikan Penundaan tidak sesuai
ketentuan.

menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada
Pengusaha Pabrik atau Importir,

f. menandatangani Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan.

menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada

huruf 1 kepada:

1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan
Fasilitas Cukal;

2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis; dan

3) Pengusaha Pabrilk atau Importir.



h.
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menyampaikan copy salinan keputusan sebagaimana dimaksud
pada huruff kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan
fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.

3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan

pelayanan fasilitas dan perlzinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:

A.

h.

meneliti kelengkapan dan kesesuaian data lampiran permohonan
penyesuaian  nilal  cukai  yang diberikan  Penundaan yang
didisposisikan Kepala KPUBC,

membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan
lampiran permchonan Kkepada Pengusaha Pabrik atau Importir,
dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap
dan/atau data vang dilampirkan tidak sesuai.

menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Kepala KPUBC.

meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam
hal lampiran permohonan Penundaan telah diterima secara
lengkap.

membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau
Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan vang
dimehonkan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang
diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.

menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e
kepada Kepala KEPUBC.

membuat konsep Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan,
dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf d telah sesual ketentuan.

menyampaikan konsep kepulusan sebagaimana dimaksud pada
huruf g kepada Kepala KPUBC.

C. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:

a.

b,

mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan
Penundaan kepada Kepala Hantor Wilayah melalui Kepala KPPBC.
menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran
permohonan darl Kepala KPPBC atau Kepala Kantor Wilayah, dalam
hal lampiran permohonan belum lengkap.
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c. mengajukan kelengkapan lampiran permohonan penyesuaian nilai
cukal yang diberikan Penundaan kepada Kepala KPPBEC atau Kepala
Kantor Wilayah, dalam hal menerima surat permintaan pemenuhan
kelenghapan lampiran permohonan,

d. menerima surat penolakan darl Kepala KFPFBC atau Kepala Kantor
Wilayah, dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai yang
diberikan Penundaan ditolak oleh Kepala KPPBC atau Kepala Kantor
Wilayah,

e. menerima tembusan sural rekomendasi hasil penelitian dari Kepala
KPPBC.

f. menerima salinan Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan
dari Kepala Kantor Wilayah, dalam hal permohonan penyvesuaian
nilai cukai yang diberikan Penundaan disetujui oleh Kepala Kantor
Wilayah.

. KRepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai:

a. mendisposisikan permohonan penyesuaian nilai cukai yang
diberikan Penundaan darl Pengusaha Pabrik atau Importir kepada
Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

b. menandatangani  sural permintaan pemenuhan Kelengkapan
lampiran permohonan, dalam hal lampiran permohonan yang
diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak
sesuad.

c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Pengusaha Pabrik atau Impotir.

d. menandatangani sural penolakan, dalam hal persyaratan
penggunaan  jaminan yang dimchonkan untuk mendapat
penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan tidak sesuai
ketentuan.

e, menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada
Pengusaha Pabrik atau Importir,
menandatangani surat rekomendasi hasil penelitian,

g. menyampalkan berkas permohonan dan surat sebagaimana
dimaksud pada huruf f kepada Kepala Kantor Wilayah.

h. menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf
f kepada Pengusaha Pabrik atau Importir,
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- menerima salinan Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan

dari Repala Kantor Wilayah.

menyampaikan copy salinan keputusan sebagaimana dimaksud

pada huruf { Kkepada Pejabat Bea dan Cukai vyang

menyelenggarakan fungsi:

1) melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang
Kepabeanan dan Cukail: dan

2] mengadministrasikan penerimaan dan jaminan,

. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan

pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai
pada KPPBC:

.

h.

meneliti kelengkapan dan kesesuaian data lampiran permohonan
penyesuaian  nilal cukai yang diberikan  Penundaan yang
didisposisikan Kepala KFPBC.

membuat konsep surat permintaan pemenuhan  kelengkapan
lampiran permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir,
dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap
dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.

menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada hurufl b
kepada Kepala KPPBC.

meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam
hal lampiran permohonan telah diterima secara lengkap.

membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau
Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang
dimohonkan untuk mendapat penyesualan nilai cukai yang
diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.

menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e
kepada Kepala KFFBC,

meneliti besaran nilal cukal yang diajukan penyesuatan nilai cukai
vang diberikan Penundaan, dalam hal hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf d telah sesuai ketentuan.
membuat konsep surat rekomendasi darl Kepala KPPBC kepada
Hepala Hantor Wilayah terhadap hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf d, dan huruf g.

menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf h
kepada Kepala KPPBC.
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4. Kepala Kantor Wilayah:

a.

mendisposisikan  permohonan  penyesuaian nilai cukal yang

diberikan Penundaan dan surat rekomendasi hasil penelitian

kepada Pejabat Bea dan Cukai yvang menyelenggarakan fingsi

melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan

dan Cukai.

menandatangani  surat permintaan pemenuhan kelengkapan

berkas permohonan, dalam hal berkas permohonan yang diajukan

belum lengkap.

menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada

Pengusaha Pabrik atau Importir.

menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf

b kepada Kepala KPPBC.

menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan

penggunaan  jaminan  yang dimohonkan unfuk mendapat

penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan tidak sesual

ketentuan.

menyampalkan surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada

Pengusaha Pabrik atau Importir,

menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf

e kepada Kepala KFPBC.

menandatangani Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan.

menyampaikan salinan  Keputusan Perubahan Pemberian

Penundaan kepada:

1] Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan
Fasilitas Cukai;

2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;

3] Kepala Kantor Bea dan Cukai: dan

4) Pengusaha Pabrik atau Importir.

4. Pejabat Bea dan Cukail yang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai
pada Kantor Wilayah:

d.

meneliti surat rekomendasi hasil penelitian dan kelengkapan berkas
permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan
yvang didisposisikan Kepala Kantor Wilayah.



P

b. membuat konsep sural permintaan pemenuhan Kkelengkapan
berkas permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam
hal berkas permohonan yang diajukan belum lengkap.

c. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Kepala Hantor Wilayah.

d. meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam
hal berkas permohonan telah diterima secara lengkap.

e. membuat konsep surat penclakan kepada Pengusaha Pabrik atau
Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang
dimohonkan untuk mendapat penyesuatan nilai cukai yang
diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.

f. menyampalkan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e
kepada Kepala Kantor Wilayah.

g membuat konsep Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan,
dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai vang diberikan
Penundaan telah sesuai ketentuan.

h. menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada
huruf g kepada Kepala Kantor Wilayah.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIL
-ttd-
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
b1t 1 A

Kepala Bagian Umum

'I"  Indrajati Martini
CNIP 19650315 198601 2 001
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LasMPIRAN X1

FERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CLUKAL
NOMOR FER-16/BC /2007

TENTANG TATA CARA PENUNDAAN FEMBAY ARAN
CLUEAE UNTUK FENGLISAHA PABRIK ATAL IMPORTIR
BARANG KENA CLUKA] YaNG MELAFKSANARAN
FELLIMNASAN DENGAN CARA PELEHATAN MTA CUHAL

TATA CARA PENGADMINISTRASIAN DOKUMEN DALAM RANGEKA

PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:

.

menyerahkan jaminan yang digunakan untuk pemesanan pita cukai
dengan Penundaan sesuai dengan Keputusan Pemberian Penundaan
kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan  fungsi
mengadministrasikan penerimaan dan jaminan di Kantor Bea dan Culkai
yang mengawasi Pabrik atau Importir.

menerima Buktl Penerimaan Jaminan (BPJ) dari Pejabal Bea dan Cukai
yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan
jaminan di Kantor Bea dan Cukal yang mengawasi Pabrik atan Importir,
melakukan proses pendaftaran dokumen CK-1/CK-1A sesuai tata cara
pemesanan pita cukai.

- melakukan pembayaran atas dokumen CK-1/CK-1A vang mendapat

Penundaan paling lambat pada tanggal fatuh tempo Penundaan,

Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi penelitian dokumen

cukai:

a.

meneliti kebenaran pengisian dokumen CK-1/CK-1A.

b. meneruskan dokumen CK-1/CK- 1A kepada Pejabat Bea dan Cukai yang

menyelenggarakan fungs! mengadministrasikan penerimaan dan jaminan
di Kantor Bea dan Culcai.

Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan

penerimaan dan jaminan di Kantor Bea dan Cukai:

Fi

menerima jaminan yang digunakan untuk pemesanan pita cukai dengan
Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir,

meneliti jumlah dan jenis jaminan yang diserahkan oleh Pengusaha Pabrik
atau  Importir sesual  dengan  HKeputusan Pemberian Penundaan
Pembayaran Cukai.

- memberikan Bukli Penerimaan Jaminan (BEJ) kepada Pengusaha Pabrik

atau Impaortir,

- mengadministrasikan jaminan dan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ),
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. menerima dokumen CK-1/CE-1A vang telah diteliti Pejabat Bea dan Cukai

vang menyelenggarakan fungsl penelitian dokumen cukai.

meneliti bahwa nilai cukai atas pemesanan Pita Cukai tidak melebihi saldo
Penundaan dan nilai jaminan yang dipertaruhkan,

menetapkan tanggal jatuh tempo Penundaan berdasarkan dokumen CE-
1/CE-1A.

melakukan persetujuan atas nilai jaminan dan saldo penundaan terhadap
proses pendaftaran dokumen CK-1/CE- LA,

melakukan pengurangan saldo Penundaan dan saldo jaminan pada Buku
Rekening Kredit [BRCE-3).

mengadministrasikan dokumen CK-1/CK-1A ke dalam Buku Rekening
Kredit (BRCK-3) dan melaksanakan penatausahaan pembayaran,
melakukan penagihan dan pengenaan sanksi administrasi dalam hal
Pengusaha Pabrik atau Importir melakukan pembayaran melewati jatuh
tempo Penundaan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAI,
~thel-

HERU PAMBLIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
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LaBMPIRAN Xil

FERATURAN HEEHTUR JENDERAL BEA DAN CHHM
NOMOR PER- 16/BC 2017

TENTAMCG TATA CARA PENLINDAAN PEMBAYARAN
CUHAI UNTUK PENGUSAHA PARRIK ATAL IMPORTIR
BARANG HENA CUKAI YANO  MELAKSANARKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/EANTOR PELAYANAN UTAMA .......(1)
KEANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN ......cceoevrenres 2]

Nomunt:  ailliasiis = O
..................................... (4]

Sifat Segera

Lampiran  © .o, 1] RN R Ry
Hal : Peneairan Jaminan

di

Menunjuk .............
Saudara pimpin dengan nomor

tanggal

dengan inl diberitahukan hal-hal sebagal berilkut:

1.

MNama T [
NEPBRE i [ |
BEWE: |
et | gnsdaanasaa LB i v,

Hingga saat ini tidak membayar cukai yang terutang sampal dengan jatuh tempo
penundaan berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai sebagai berikut:

. Jatuh Tem
No. | Nomor CK-1 | Tanggal CE-1 sy
1 e e[ 16)..., a7 PP RPN [18]..
2 g 1L MOV R | by — (i -] FRm—
| 3 e i R Y, 74 FRTe .(18]..
dst., dst. dst st
Bahwa schubungan dengan butir 1, diminta kepada Saudara untuk menecairkan
................. (8).-cineinnes, Saudara dan mengkredit uang hasil pencairan tersebut ke
rekening kami nomor ... L) T pada bank ............. (20)...iciiiieia
sejumlah Rp .............. LT Y vnnnsansscmss, Lisienssasnsnosa sl BRF s i BT | dalam jangka
waktu paling lama .......... {23)........... harl kerja sejak tanggal diterimanya surat
pencalran jaminan ind.
BEIWE ©cpsomivsncnis s ssni srms nnanin Satdara akan kami kembalikan selelah pencairan

sebagaimana dimaksud pada butir 2 dilaksanakan.
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4. Apabila Saudara tidak melaksanakan pencairan sebagaimana dimaksud pada butir

2, maka;

a, jaminan bam yang Saudara terbitkan berilutnya tidak kami layani sampai
dengan kewajiban pencairan jaminan dipenuhi;

b. kami berwenang melaporkan ... (B.iccciiiiienncne.. kepada lembaga yang
mermniliki wewenang melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan
asuransi; dan

c. tagihan plutang selanjutnya akan diproses sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjad! perhatian.

Kepala Kantor,

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

2. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;

3. Direlctur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
4. Repala Kantor ... [26)

||||||||||||||||||



Nomor (1)

Nomor (2]

Nomor [3)

Nomor (4)

Naomaor (5)
Momor (6]

Nomor (7]

Nomor [8)

Nomor [9)

Nomor (10)

MNomor (11)

Nomor [(12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16])
MNomor (17]

Nomor (18)
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PETUNJUK PENGISIAN

: diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukal atau nama dan tipe
Kantor Pelayanan Utama.

: diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai. Tidak perlu dalam hal nomor (1) adalah Kantor
Pelayanan Utama,

: dilsl nomor surat pencairan jaminan,

:diisi tangpal, bulan, dan tahun penerbitan surat pencairan
jaminan.

: diisi jumlah berkas yang dilampirkan.

: diisi nama bank atau perusahaan asuransi penerbit jaminan vang
dicairkan.

: dlisi nama kota lokasi bank atau perusahaan asuransi penerbit
jaminan yang dicairkan,

: diisi jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi.

: diisi nama bank atau nama perusahaan asuransi.

: diisi nomeor Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi
vang dicairkan.

: diisi tanggal Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan
asuransi yang dicairkan.

: diisi nama pihak yang dijamin. sesuai dengan vang disebut dalam
Jaminan Bank atau Jaminan darl perusahaan asuransi yang
dicairkan.

:dilst NPPBKC pihak yang dijamin, sesual dengan yang disebut
dalam Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi
yang dicairkan.

-diisi NPWF badan hultum dalam hal pihak yang dijamin
merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal pihak
vang dijamin merupakan perorangan

» diisi alamat pihak vang dijamin, sesuail dengan yang disebut dalam
Jaminan Bank atau Jaminan darl perusahaan asuransi yang
dicairkan.

: dilsi nomor dokumen pemesanan pita cukai yang terlambat bayar.

: diisi tanggal dokumen pemesanan pita cukai yang terlambat bayar.

- diisi jatuh tempo Penundaan atas dokumen pemesanan pita cukai
vang terlambat bayar,



Nomor {19)

Nomor (20)

Nomor [21)

Nomor (22)

Nomor (23)

Nomor (24)

Nomeor (25)

Nomor (26)

i dilsl nomor rekening tujuan pengiriman uang hasil pencairan
jaminan.

: diisi nama bank tempat rekening tujuan yang disebut pada nomor
(18).

: diisi jumlah uang yang harus dikirim ke rekening tujuan sejumlah
cukai yang terutang (dengan anglka).

: diisi jumnlah uang yang harus dikirim ke rekening tujuan sejumiah

cukai yang terutang (dengan huruf),
- diisi jangka waktu pencairan, misalnya 5 hari untuk jaminan bank
atau 14 hari untuk jaminan dari perusahaan asuransi.

- diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat pencairan

jaminan,
cdiisi  Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang
menandatangani surat pencairan jaminan.

: difsi nama Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama

Bea dan Cukal yang membawahi unit kerja yang menerbitkan surat
pencairan jaminan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN X1V

FERATURAN DIKEKTUR JENDERAL BES AN CLEAI
NOMUOR PER-16/BC 2017

TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMEAYARAN
CUKAI UKTUK PENGUSAHA PABRIK ATAL IMPORTIR
BARAMND HENA CUKM  YANG MELAHSANAKAN
PELLINASAMN DENGAN CARA PELEEATAN PTTA CLIMAL

TATA CARA PENCAIRAN JAMINAN BANK ATAU
JAMINAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI

1. Kepala Kantor:

.

Menerbitkan sural pencairan jaminan kepada pihak penjamin pada hari
pertama setelah hari jatuh tempo penundaan terlewati. yang meminta agar
pihak penjamin segera mencairkan jaminan.

Menerbitkan Surat Tagihan (STCE-1) kepada Pengusaha Pabrik atau
Importir pada hari pertama setelah hari jatuh termmpo penundaan terlewati,
untuk segera membayar utang cukai yang telah lewat jatuh tempo dan
sanksi administrasi berupa denda.

Apabila sampai dengan 6 [emam) hari kerja sejak tanggal diterimanya
surai pencairan jaminan untuk jaminan bank atau jaminan dari
perusahaan asuransi, jaminan belum dicairkan atau utang cukai belum
dibayar, Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah
memberitahukan secara tertulis kepada pihak penjamin untuk segera
mencairkan jaminan,

Apabila sampai dengan 5 (ima) harl kerja sejak tanggal diterbitkan
surat pencairan jaminan untuk jaminan bank atau 14 (empat belas) hari
kerja sejak tanggal diterbitkan surat pencairan jaminan untuk jaminan
perusahaan asuransi, jaminan belum dicairkan atau utang cukai belum
dibayar, Kepala EKantor Bea dan Cukai atau Hepala Kantor Wilayah
memberitahukan secara tertulis kepada pihak penjamin untuk segera
mencairkan jaminan,

Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) harl sejak tanggal jatuh tempo
jaminan belum dicairkan oleh penjamin, menerbitkan Surat Teguran
(STCK-2) kepada Pengusaha Pabrik atau [mportir dilanjutkan dengan
mekanlsme penagihan sesual ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Mengembalikan jaminan dalam hal utang cukai yang lewat jatuh tempo
dan sanksl administrasi berupa denda telah diselesalkan sesuai
ketentuan.



2. Penjamin:
a. Menerima surat pencairan jaminan dari Kepala Kantor.
b. Melakukan klarifikasi kepada pihak yang dijamin (Pengusaha Pabrik
atau Importir) terkait dengan mekanisme pembayaran,
c. Melakukan pencairan jaminan sesuai surat pencairan jaminan, dalam
hal pihak yang dijamin (Pengusaha Pabrik atau Importir) tidak melunasi
utang cukai yang telah lewat jatuh tempo.

3. Pengusaha Pabrik atan Importir;

a. Menerima Surat Tagthan (STCK-1) dari Kepala Kantor.

b. Menerima klarifikasi dari penjamin atas surat pencalran jaminan dari
Kepala Kantor,

¢. Melunasi utang cukai yang lewat jatuh tempo dan sanksi administrasi
berupa denda dengan cara:

i. membayar utang cukai vang lewat jatuh tempo dan sanksi
administrasi berupa denda dan menyerahkan bukti pembayaran
ke kantor: atau

ii. membayar sanksi administrasi berupa denda dan menyverahkan bukti
pembayaran serta meminta kepada penjamin untuk mencairkan
jaminan.

d. Menarik jaminan yang telah diserahkan ke Kantor dengan membawa
Bukti Penerimaan Jaminan (BFJ) dalam hal utang cukai yang lewat jatuh
tempo dan sanksi administrasi berupa denda telah disclesaikan sesuai
ketentuan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
-tLd-
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
E-r:knzta.ris Direktorat Jenderal
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LAMPIRARN XV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAMN CUKAL

KOMOE PER- 16/BC 2017

TENTANG TATA CARSA PEMUNDAAN PEMBAYARAN
CLEAD UNTUK PEMNGUSAHA FABRIK ATAL IMPORTIR
BARANG FKENA CUKAI YaNG MELAKSANAHAN
PELUNASAN DEMNGAN CARA PELEKATAN PTTA CLEAD

HEMENTERIAN EEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

REPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR .veoveveceioes 1 T

TENTANG

PEMBEKUAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..........[2)

PEMEERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa  persyvaratan pembekuan  pemberian

penundaan
pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 57/PME.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukad
Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang

Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembekuan Keputusan
Tentang Pemberian
Penundaan Pembayaran Cukal Atas Pemesanan Pita Cukai

o1 [—— Kepada .......... [ D I R

Mengingat :© 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Culkal [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sehagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,

Menterl Keuvangan Nomor ........ ot (RO

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

<. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PME.04/2017 tentang
Penundaan Pembayaran Cukal untuk Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan

Cara Pelekatan Pita Culcai:

MEMUTLISEAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

EEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS
PEMESANAN PITA CUEAI .......... . | KEPADA ..........[4)

DL vadBlaii

PEMBEEUAN



PERTAMA

KEDUA

KETIGA
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Membekukan HFeputusan Menteri Heuangan ...(2).... tentang
Pemberian Penundaan Pembayvaran Cukal Atas Pemesanan Plta Cukal

.......... ] (RO .11 s T - AR . | NOURRPORRS . | (OO |- | N
_________ s i o5, NPFBKC ..ooooolBloceern. NPWP
............. {7}...coviiiees. wajib menyelesaikan pembayaran cukainya paling

lama saat jatuh tempo penundaan pembayaran cukai dan sclama
keputusan ini masih berlaku tidak diperkenankan mengajulan
permohonan penundaan yang barui.

Keputusan Menterd ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai w.p.Direktur Teknis dan Fasilitas
Culcad;

2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategls:
3. Kepala Kantor ......... PR s ;dan
4. Pimpinan .........(d}...... | RIS |7 R

Ditetapkan di .........[10]........
pada tanggal .........(11)........

a.n. MENTERI EEUANGAN EEPUBLIK INDONESIA
KEFALA KANTOR ......... 5T A



Nomor [1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomaor (5)
MNomaor [6)
MNomaor [7)

Nomor (8)

MNomaor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12}
Nomor (13)

Nomor [14)

PETUNJURK PENGISIAN

+ diisi nomor Keputusan,

1dilsi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian
penundaan pembayaran cukal yang berlaku.

: diisi jenis barang kena cukai,

: diisi nama Pabrik/importir.

: diisl nama kota lokasi Pabrik/importir.

: dlisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir,

sdiisi  NPWP  Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan
permohonan  (NPWF  badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan
dalam hal Pengusaha Pabrik,/Importir merupakan perorangan).

tdilsi alasan pembekuan  keputusan pemberian  penundaan
pembayaran cukai.

: diisi nama Kantor Wilayah DJBC, dalam hal keputusan diberikan
oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukat;
Nama Hantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang
membawahi Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal keputusan
diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.

: diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.

: diisi tanggal keputusan diterbitkan.

: diisi nama kantor yang menetapkan keputusan,

: dilsi nama dan tanda tangan kepala kantor yang menandatangani
keputusan,

diisi  Nomor Induk Pegawai (NIF) kepala kantor yang
menandatangani keputusan,

DIREKTUR JEKDERAL BEA DAN CUEAL
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

\Pndraja

2
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NIP' 19650315 198601 2 001



LAMPIRAN XV

PERATURAN [MRENTUR JENDERAL BEA DAN CURAI
NOMOR PER: 16/BC /2017

TENTANG TATA CARA PEMLNDAAN PEMBAYARAN
CUKAl UNTUR FENGUSAHA PARRIK ATAU IMPORTIR
BARAMG  BENA CURAL YANG  MELAKSANAKAN
FELUMASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

TATA CARA PEMBEEUAN PEMBERIAN PENUNDAAN

A. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) atau Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

1.

Pengusaha Pabrik atau Importir:
menerima salinan Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan dari
Kepala KPUBC/KFPPBC.

Kepala KPUBC/KPPBC:

a. mendisposisikan lembusan salinan  Kepulusan Pembekuan
NFFBKC atau tembusan Surat Teguran [STCK-2) kepada Pejabat
Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Culkai.

b. menandatangani Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan.

c. menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada
huruf b kepada:

1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan
Fasilitas Cukal;

2] Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;

3] Kepala Kantor Wilayah dalam hal HKeputusan Pembekuan
FPemberian Penundaan diterbitkan oleh Kepala KPPBC; dan

4) Pengusaha Pabrik atau Importir.

d. menyampaikan copy salinan keputusan sebagaimana dimaksud
pada  huruf b kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
menyclenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan
jaminarn.
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3. Pejabat Bea dan Cukal yang menyvelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:

i,

meneliti lembusan salinan Keputusan Pembekuan NPPBEC alau
tembusan Surat Teguran (STCK-2} yang didisposisikan Kepala
KPUBC /KPPBC.

- membuat Konsep Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan

berdasarkan:

1} tembusan salinan Keputusan Pembekuan NFPBEC; atau
2) tembusan Surat Teguran [STCE-Z).

. menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada

huruf b kepada Kepala KPUBC /KFPBEC.

B. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala
Kantor Wilayah

1. Pengusaha Pabrik atau Impaortir:
menerima salinan Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan dard
Kepala Kantor Wilayah.

2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai:

d.

mendisposisikan  tembusan  salinan Keputusan Pembekuan
NPPBKC atau tembusan Surat Teguran (STCK-2) kepada Pejabat
Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

. menandatangani surat rekomendasi pembekuan pemberian

Fenundaan.

menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Hepala Kantor Wilayah, dengan dilampirl buktl berupa:

1) tembusan salinan Keputusan Pembekuan NFPBEC; atau

2] tembusan Surat Teguran [STCK-2).

. menerima salinan Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan

darl Kantor Wilayah.

menyampaikan copy salinan keputusan sebagaimana dimaksud

pada huruf d kepada Pejabat Bea dan Cukai yang

menyelenggarakan fungsi:

1} melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang
Kepabeanan dan Cukai; dan

2) mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.,
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3. Pejabat Bea dan Cukai yvang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai
pada KPPBC:;

.

meneliti tembusan salinan Keputusan Pembekuan NPPBEC atau
tembusan Surat Teguran (STCK-2) yvang didisposisikan Kepala
KFPBC,

membuat  konsep surat rekomendasi pembekuan pemberian
Penundaan, berdasarkan:

1) tembusan sallnan Keputusan Pembekuan NPPBKC: atau

2) tembusan Surat Teguran (STCK-2).

menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Eepala KPPBC,

4. Kepala Kantor Wilayah:

Fi

mendisposisikan:

1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBEC;

2) buktl pembayaran atas Surat Tagihan (STCK-2); atau

3) sural rekomendasi pembekuan Penundaan dari Kepala Kantor
KPPBC,

kepada Pejabat Bea dan Cukai vang menyelenggarakan fungsi

melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan

dan Cukai.

menandatangani Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan.

menyampalkan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada

huruf b kepada:

1] Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan
Fasilitas Cukai:

2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;

3) Kepala KPPEC; dan

4] Pengusaha Pabrik atau Importir.

5. Pejabat Bea dan Cukai yang menvelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai
pada Kantor Wilayah:

i

mencliti tembusan salinan Keputusan Pembekuan NPPREC atau
tembusan Surat Teguran (STCK-2) yang didisposisikan Kepala
Kanlor Wilayah.

meneliti surat rekomendasi pembekuan Penundaan,
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c. membuat konsep Keputusan Pembekuan Pemberlan Penundaan,

berdasarkan:

1] tembusan Keputusan Pembekuan NFPBKC:

2] tembusan Surat Teguran (STCK-2); atau

3] surat rekomendasi pembekuan Penundaan dari Kepala KFPBC.,
d. menyampaikan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada

huruf ¢ kepada Kepala Kantor Wilayah.

Salinan sesuai dengan aslinya
E:;_l-ir;![a.ris Direktorat Jenderal
"FJ"'-.':' "::.-_'_'H u b.
/. Kepala Bagian Umuim

&=
o

h
L

DIRERTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL,
-ttd-

HERU PAMBUDI
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LAMFIRAN KVTI

PERATURAN DIRERKTUR JENDERAL BEA DAN CLHAI
MUOMOR PER-1E6/HC F20TTF

TENTANG TATA CARA PENUNDAAN FEMBAYARAN
CUKAL UNTUE FENGUSAHA PABRIK ATALT IMPORTIR
BARAMND  HEMA CUHAl YANG MELAHSANAKAN
PELLIMASAN DENGAN CARA FELERATAN BITA O LIKAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

TENTANG PEMBERIAN PENUINDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS

FEMESANMNAN PITA CUHAI .......... (ki REPADA ... (4} .....c... DI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

.......... (51
MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa persyaratan pemberlakuan kemball pemberian penundaan
pembayaran cukai telah diatur dalam Feraturan Menteri Keuangan
Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukal
Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang
Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

b. bahwa .......... | " el (5)...eor... NEPBEC ......... T N

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan humf b, perlu menectapkan Keputusan Menterd
Heuvangan tentang Pemberlakuan Kemball Keputusan Menteri
Reuangan Nomor .......... (2).......c.. Tentang Pemberian Penundaan
Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai .......... Ak
Hepada ... ()i, BN coissiad Bl -

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 39 Tahun 2007
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambaihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

<. Peraturan Menterli Keuangan Nomor 57/PME.04/2017 tentang
Penundaan Pembayaran Cukal untuk Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan
Cara Pelekatan Pita Cukal:

MEMUTUSHAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN
KEMBALI  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  NOMOR
__________ (2)...c.r.rer. TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CURAT ... . KEPADA
ST (-1 AU {5) RN (5o



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

- 87 -

Memberlakukan kembali Keputusan Menterl Heuangan Nomaor ....[2]....
tentang Pemberian Penundaan Pembavaran Cukal Atas Pemesanan
Fita Cokal ..cocadBlhicioie epada ..o [ H— [+ | Q. BB s i
NPPBEL .........; {3 | PO | | = = p—— 2| E——

Dengan diberlakukan kembali keputusan pemberian penundsan
pembayaran cukal sebagaimana dimaksud pada dikium PERTAMA,
maka Heputusan Menterl HKeuvangan Nomor ....[2).... tentang
Pembekuan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita
Cuksal oo i | PRV Kepada ..o [ MR 2 | S (5)s.uine.. dinyatakan
dicabut,

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ind disampaikan kepada:

1. DirekturJenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas
Cukal;

2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;

3. Kepala Kantor .........[9)........; dan

4. Pimpinan ......... 1 « | 11—

Ditetapkan i ... 10000000

pada tanggal .........[11])........
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR .........(12])........



Nomor (1)
Momaor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomaor [6)
Nomor (7]

Nomor (8]

Nomor [9)

Nomor (10}
Nomor (11}
Nomor (12]
Nomor (13

Nomor [14])

.62 .

PETUNJUK PENGISIAN

» dilsi nomor Keputusan.

»diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian

penundaan pembayaran cukai yang berlaku.

: diisi jenis barang kena cukai.

: diisi nama Pabrik/Importir.

: dilsl nama kota lokasi Pabrik/Importir,

: diisi NFPBKC Pengusaha Pabrik/Importir.

diisi  NPWP  Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan

permohonan  (NPWP  badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik/Importir merupakan badan hukum. NPWP perorangan
dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).

rdilsi  alasan  pemberlakuan kembali keputusan pemberian

Penundaan.

: diisi nama HKantor Wilayah DJBC. dalam hal keputusan diberikan

oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang
membawahi Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal keputusan
diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.

: dilst nama kota dimana keputusan diterbitkan,

. diisi tanggal keputusan diterbitkan.

: diisi nama kantor yang menetapkan keputusan.

: diisi nama dan tanda tangan kepala kantor yang menandatangani

keputusan.

cdiisi  Nomor Induk Pegawal (NIP) kepala kantor yang

menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAI,
-t~

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direlﬁumt Jenderal

W

//?fé:?’ialarﬁ@ian Umum
=)

"ni'\*

'?.gi dm]a.l.l Ma Hini

%Eﬁa’is 198601 2 001



LaMPIRAN XV

PERATUFRAN IREXTLUR JENDERAL BEA DM CEHEAL
NOMOR PER- 16/BC 2017

TENTANG TATA CARA FENUNDAAN PEMBAYARAN
CURAL UNTUK FENGUSAHA PARRIK ATAU IMPORTIR
BARAMCG HKEMA CUHA] YANG MELAHSANAHAN
FPELIINASAN DENGAN CARA PELEKATAN FITA CLIFAI

TATA CARA PEMEERLAKUAN KEMBALI PEMBERIAN PENUNDAAN

A. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC)] atau Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KFPBC)

1.

Pengusaha Pabrik atau Importir:

menerima  salinan Kepulusan Pemberlakuan Kemball Pemberian
Penundaan dari Kepala KPUBC /KFPPBC.

Kepala KPUBC /KPFBC:

a. mendisposisi tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan

NFPBKC atau bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCE-2)
kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi
melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan
dan Cukai,

b. menandatangani Keputusan Pemberlakuan Kembali Permnberian

Penundaan.

. menyampaikan salinan EKeputusan sebagaiman dimaksud pada

hurul a kepada:

1} Direktur Jenderal Bea dan Cukal u.p. Direktur Teknis dan
Fasilitas Cukad;

2] Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;

4] Kepala Hantor Wilayvah dalam hal Keputusan Pemberlakuan
Kembali Pemberian Penundaan diterbitkan cleh Kepala KPPBC;
dan

4] Pengusaha Pabrik atau Importir.

. menyampaikan copy salinan Keputusan sebagaimana dimaksud

pada huruf b kepada Pejabat Bea dan Cukai vyang
menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan
jaminan.
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3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakulkan

pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Culkai:

.,

meneliti tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan

NPPBKC atau bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2) vang

didisposisikan Kepala KPPBC,

membuat konsep Heputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian

Pernundaan, berdasarkan:

1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBEC;
atau

2) buktl pembavaran atas Surat Teguran (STCK-2).

menyampaikan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada

hurul b kepada Kepala KPUBC /KPPEC,

B. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Hepala
Kantor Wilayah

1.

Pengusaha Pabrik atau Importir:

menerima  salinan Kepulusan Pemberlakuan Kembali Pemnberian
Penundaan dari Kepala Kantor Wilayah.

Kepala KPPBEC:

L

mendisposisikan  tembusan  salinan  Keputusan Pencabutan
Pembekuan NPFBKC atau bukii pembayaran atas Sural Teguran
[STCK-2) kepada Pejabat Bea dan Cukal yang menyelenggarakan
fungs! melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang
Kepabeanan dan Cukai.

menandatangani  surat  rekomendasi  pemberlakuan  kembali

pemberian Penundaan.

. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada

Kepala Kantor Wilayah, dengan dilampiri bukti berupa:
1) tembusan salinan Kepulusan Pencabutan Pembekuan NPPBEC:

atau

2) bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2),

. menerima salinan Keputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian

Penundaan dari Kantor Wilayah.
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¢. menyampaikan copy salinan Keputusan sebagaimana dimaksud
pada hurul d kepada Pejabat Bea dan Cukal vang
menyelenggarakan fungsi:
1} melakukan pelayanan fasilitas dan perzinan di  bidang
Kepabeanan dan Cukai; dan
2] mengadministrasikan penerimaan dan jaminan,

3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai
pada KPFBC:

a. meneliti tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan
NFFBKC atau bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2) vang
didisposisikan Kepala KPPBC.

b. membuat Konsep surat rekomendasi pemberlakuan kemball
pemberian Penundaan, berdasarkan:

1} tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBEC:
atau
2) buktl pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2).

c. menyampalkan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b

kepada Kepala KPPEC.

4. Kepala Kantor Wilayah:
a. mendisposisikan:
1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC:
2] bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2); atau
3] sural  rekomendasi pemberlakvan  kembali  pemberian
Penundaan dari Kepala KPPBC,
kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi
melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan
dan Cukai.
b. menandatangani Keputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian
Penundaan.
c. menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada
huruf b kepada:
1] Direktur Jenderal Bea dan Cukai w.p. Direktur Teknis dan
Fasilitas Cukai:
2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
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3] Kepala KPPBC; dan
4} Pengusaha Pabrik atau Importir,

3. Pejabatl Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai
pada Kantor Wilayah:

a. meneliti tembusan sallnan Eeputusan Pencabutan Pembekuan
NPPBHEC atau bukti pembayaran atas Sural Teguran (STCK-2) yang
didisposisikan Kepala Kantor Wilayah.

b. meneliti suratl rekomendasi pemberlakuan kembali pemberian
Penundaan,

¢, membuat konsep Keputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian
Penundaan, berdasarkan:

1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPEEC:

2) bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2); atau

3) surat rekomendasi pemberlakuan kembali pemberian
Penundaan dari Kepala KFPBC

d. menyampaikan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ kepada Kepala Kantor Wilayah,

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
~ttd-
HERU PAMBUDI
Salinan sesuai dengan aslinya
= ﬁ!ﬁt}?ﬂ& Direktorat Jenderal

g 'y e
T -h_.'-‘..:'l:‘_l':.:b.

/=" Kepala Bagian Umum
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LAMPIRAN XIX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CLIEAI
NOMOR PER- |6/80C 2017

TENTANG TATA CARA PENUMNDAAN PEMBAYARAN
CUHAI UNTLIE PEMGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARAMG HEMa OUHAl YANG MELAHSANAEAN
FELLINASAN DENGAN CARA PELEMATAN PITA CUKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOBMOR . i | % § S p b

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..........{[2)........... TENTANG
PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI

Menimbang

Mengingat

Menelapkan

3]

........... BEPALR ...cocoocill@hicicnnise DL il Blinsiacens e

MENTERI KEUANGAN,

. bahwa  persyaratan  pencabutan  pemberian  penundaan

pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 57/PME.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai
Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukal Yang
Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

NPWP .....oovi.. e O telah .......... B

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan bwruf b, perlu menetapkan Keputusan Menterd
Heuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
O cocosnrnral @ssninnsinen Tentang Pemberian Penundaan Pembayaran
Cukai Atas Pemesanan Plta Cokail ....oood 3. Kepada
.......... ) A, | IS | IS

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang
Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atan
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan
Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI EKEUANGAN TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ... ) S—
TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS
PEMESANAN PITA CUKAI .......... =< | (NEERPRN KEPADA _......... €| IO
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Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor ....02)... tentang
Pemberian Penundaan Pembayaran Cukal Atas Pemesanan Pita Cukai

s Kepada ......... CII: (5]
SR 7| S 1) W NPPBHC .......... 1 NEWP
------------- {7)irivresninnns wajib membayar seluruh utang cukai yang

mendapat Penundaan tanpa menunggu jatuh tempo penundaan dan
tidak diperkenankan mengajukan permohonan penundaan dalam
jangka waktu 12 [dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya keputusan
ini.

Keputusan Menterd ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direltur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas
Culeai;

2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Siratcgls;

N .- | PO |- 3

(¥}
2
5
£
g

Ditetapkan df ......... (L0} s
pada tanggal ......... (11).cciine.

an, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .........112)........



Nomor [1)
MNomor [2)

Nomor [3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Momor (7]

Nomor (8)
MNomor (9]

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14)
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PETUNJUK PENGISIAN

: diisi nomor Keputusan.
tdiisi nomor Keputusan Menterl Keuangan tentang pemberian

penundaan pembayaran cukal yang berlaku.

: diisi jenis barang kena cukai,

» diisi nama Pabrik/Importir.

: dilsi nama kota lokasi Pabrik /Importir,

: dilsi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir.

tdilsi  NPWP  Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan

permohonan (NPWFP badan hukum dalam hal Pengusaha
Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWFP perorangan
dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).

- diisi alasan pencabutan keputusan pemberian penundaan.
: diisl nama Kantor Wilayah DJBC, dalam hal keputusan diberikan

cleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal yang
membawahi Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal keputusan
diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.

» diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.

: diisi tanggal keputusan diterbitkan.

: difsi nama kantor yang menetapkan keputusan.

- diisi nama dan tanda tangan kepala kantor yang menandatangani

keputusarn.

tdiist  Nomor Induk Pegawai [(NIP) kepala kantor vyang

menandatangani Keputusan,

DIREEKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAT,
-tid-

HERU PAMBUDI

salinan sesuai dengan aslinya

stkretaris Direktorat Jenderal

..a--"'-‘:-':-:'_?: ¥ u.b,
{’_}lj.’.éjj‘a]a"ﬂagqn Umum
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LAMPIRAR XX

FERATURAN DIEEKTUR JENDERAL BEA DAN CUMAL
NOMCR PER- 16 /B /200 7

TEMTANC TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CLUKAL LUNTURE FENGLUEAHA PABRIE ATAU IMPORTIR
BARAMG HENA  CUHAI YANG MELAHSANAEAN
FELUMASAN DERNGAN CARA FELERATAN PITA CLURAI

TATA CARA PENCABUTAN PEMBERIAN PENUNDAAN

A. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KEPUBC) atau Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (EPPBC)

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:

a.

L

menyampaikan surat permohonan pencabutan keputusan pemberian
Penundaan kepada Kepala KPPBC, dalam hal Pengusaha Pabrik atau
Importir menghendaki Penundaan pembayaran cukainyva dicabut.
menerima salinan Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan dari
Kepala KPPEL.,

menerima Surat Tagihan (STCE-1) terhadap seluruh utang cukai yang
mendapat Penundaan dari Kepala KPUBC fKPPBC.

. membayar seluruh utang cukai yang mendapat Penundaan sesuai

Surat Tagihan (STCRE-1) sebagaimana dimaksud pada huruf .

2. Kepala KPUBC/KPPBC:
a. mendisposisikan tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC

atau tembusan Surat Paksa kepada Pejabat Bea dan Cukal yang
menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan
di bidang Kepabeanan dan Culeai.
mendisposisikan surat permohonan pencabutan keputusan pemberian
Penundaan kKepada Pejabat Bea dan Cukal yang menyelenggarakan
fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang
Kepabeanan dan Cukai, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir
menghendaki Penundaan pembayaran cukainya dicabut.
menandatangani Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan.
menyampalkan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ kepada:
1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas
Cukai;
2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
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3) Kepala Kantor Wilayah dalam hal Kepulusan Pencabutan Pemberian
Penundaan diterbitkan oleh Kepala KPPBC; dan

4] Pengusaha Pabrik atau Importir.

menyampaikan copy salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada

hurul b kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi

mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.

menandatangani Surat Tagihan (STCK-1) untuk melakukan penagihan

kepada Pengusaha Pabrik atau Importir terhadap seluruh utang cukai

yang mendapat Penundaan.

menyvampaikan Surat Tagihan [STCK-1] sebagaimana dimaksud pada

huruf e kepada Pengusaha Pabrik atau Importir,

. Pejabat Bea dan Cukal vang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:

.

menelitt tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBEC atau
tembusan Sural Paksa dari Kepala KPPBC yang didisposisikan Kepala
KFPBC,

meneliti  surat permohonan pencabutan  keputusan pemberian
Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir vang didisposisikan
Kepala KPUBC/KPPBC, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir
menghendakl Penundaan pembayaran cukainya dicabut.

membuat kKonsep Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan,
berdasarkan:

1) surat permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan;
2) tembusan salinan Keputusan Pencabutan NFPBKC; atau

3) tembusan Surat Paksa.

. menyampaikan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf

¢ kepada Kepala KPUBC /KPPBC.

. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi penagihan dan

pegadministrasian pengembalian cukal, denda administrasi. serta bunga:

a.

membuat konsep Surat Tagihan (STCE-1) untuk melakukan penagihan
kepada Pengusaha Pabrik atau Importir terhadap seluruh utang cukal
yang mendapat Penundaan tanpa harus menunggu jatuh tempo
Penundaan.

. menyampaikan konsep Surat Tagihan (STCK-1]) sebagaimana

dimaksud pada huruf e kepada Kepala KPUBC/KPPBC.
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B. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala
Kantor Wilayah

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:

.

menyampaikan surat permohonan pencabutan keputusan pemberian
Penundaan kepada Kepala KFFBC, dalam hal Pengusaha Pabrik atau
Importir menghendaki Penundaan pembayaran cukainya dicabut.

. menerima salinan Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan dari

Kepala Kantor Wilayvah,

- menerima Surat Tagihan (STCK-1) terhadap seluruh utang cukai vang

mendapal Penundaan darl Kepala KFPBC.
membayar seluruh utang cukai yang mendapat Penundaan sesuai
Surat Tagihan (STCE-1) sebagaimana dimaksud pada huruf c.

2. Kepala KPPBC:

a.

™

mendisposisikan tembusan sallnan Eeputusan Pencabutan NFPBKC

atau ternbusan Surat Paksa kepada Pejabat Bea dan Cukal yang

menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan

di bidang Kepabeanan dan Cukad,

mendisposisikan surat permohonan pencabutan keputusan pemberian

Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Imporlir kepada Pejabat Bea

dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan

fasilitas dan perizinan di bidang Hepabeanan dan Cukai, dalam hal

Pengusaha Pabrik atau Importir menghendakl Penundaan pembayaran

cukainya dicabut,

menandatanganl  surat  rekomendasi  pencabutan  pemberian

Penundaan,

menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ kepada

Kepala Kantor Wilayah, dengan dilampiri bukti berupa:

1] surat permohonan pencabutan pemberian Penundaan:

2] tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC; atau

3) tembusan Surat Paksa.

menerima salinan Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan dari

Kepala Kantor Wilayah.

menyampaikan copy salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada

huruf ¢ kepada Pejabat Bea dan Cukal yang menyelenggarakan fungsi:

1) melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan
dan Cukai; dan
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2} mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.

g. menandatangani Surat Tagihan (STCK-1) untuk melakukan penagihan
kepada Pengusaha Pabrik atau Importir terhadap seluruh utang cukai
yvang mendapat Penundaan,

f. menyampaikan Surat Tagihan (STCK-1) sebagaimana dimaksud pada
huruf { kepada Pengusaha Pabrik atau Importir,

3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan
pelayanan [asilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada
KPPBC:

a, meneliti tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC atau
tembusan Surat Paksa yang didisposisikan Kepala KPPBC.

b. meneliti sural permohonan pencabutan keputusan pemberian
Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir vang didisposisikan
Kepala KPPBC. dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir
menghendak! Penundaan pembayaran cukainya dicabut.

¢. membuat  konsep surat rekomendasi pencabutan  pemberian
Penundaan, berdasarkan:

1) surat permchonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan:
2] tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC: atau
3] tembusan Surat Paksa,

d. menyampaikan konsep surat sehagaimana dimaksud pada huruf ¢

kepada Kepala KPPBC.

4. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi penagihan dan
pegadministrasian pengembalian cukai, denda administrasl, serta bunga:
a. membuat kensep Surat Tagihan (STCK-1) untuk melakukan penagihan
kepada Pengusaha Pabrik atau Importir terhadap seluruh utang cukai
yang mendapat Penundaan tanpa harus menunggu jatuh tempo
Penundaan.
b. menyampalkan konsep Surat Tagihan (STCK-1) sebagaimana
dimaksud pada huruf a kepada Kepala KPPBC,

5. Kepala Kantor Wilayah:
a. mendisposisikan:
1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBEC:
2) tembusan Surat Paksa; atau
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3} surat rekomendasi pencabutan pemberian Penundaan dari Kepala
KPPBEC,

kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi

melakukan pelavanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan

dan Cukai.

menandatangani Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan.,

¢. menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf

b kepada:

1} Direktur Jenderal Bea dan Cukal u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas
Cukat;

2} Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;

3] Hepala KPPBC; dan

4] Pengusaha Pabrik atau Importir.

6. Pejabat Bea dan Cukai vang menyelenggarakan fungsi melakukan

pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada
Kantor Wilayah:

el

meneliti tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBEC atau
tembusan Surat Paksa dari Kepala KPPBC yang didisposisikan Kepala
Kantor Wilayah.

meneliti surat rekomendasi pencabutan pemberian Penundaan.
membuat konsep Keputusan Pencabutan Pemberlan Penundaan,
berdasarkan:

1) surat permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan:
2] tembusan salinan Kepulusan Pencabutan NFPBKC;

3) tembusan Surat Paksa; atan

4) surat rekomendasi pencabutan Pemberian Penundaan,

- menyampaikan kensep Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf

¢ kepada Kepala Kantor Wilayah.
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